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ABSTRAK
Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun (Studi
Implementasi di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi
Kalimantan Tengah)
Sunarno
Universitas Terbuka

Kata kunci: implementasi, pendidikan gratis, wajib belajar.

Kebijakan pendidikan harus dipertimbangkan, salah satunya adalah
kebijakan pendidikan gratis. Pemerintah mencanangkan wajib belajar sembilan
tahun untuk warga negara Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di SD dan SMP Kecamatan Sukamara, dengan
tujuan penelitian yaitu (1) mengetahui implementasi kebijakan pendidikan gratis,
(2) mengetahui sasaran dan anggaran implementasi pendidikan gratis, (3)
mengetahui dan memecahkan masalah implementasi kébijakan pendidikan.
Penelitian ini analisis kualitatif deskriptif, yaitu memberikan Gambaran terhadap
suatu konsep atau peristiwa yang tidak bisa diamati secara langsung. Sumber data
penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dokumen terkait.

Sasaran pendidikan adalah seluruh siswadari.tingkat SD sampai SMP di
Kabupaten Sukamara tanpa terkecuali. Anggaran‘pendidikan gratis berasal dari
APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukamara yang disebut dengan BOPD.

Hasil penelitian ini menunjukKan bahwa secara umum, Kkebijakan
pendidikan gratis sesuai dengan (1) UD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
(2) UU RI No. 20 Tahun 2008, (3)’PP RI No. 47 Tahun 2008, (4) Peraturan
Bupati Kabupaten SukamarasNomor 23 Tahun 2011. Pemerintah wajib
memberikan layanan darn” Kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu“bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
pemerintah dan pefefintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranya-pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai
dengan lima +kelas tahun. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak
masalah.

Masalah pertama, sosialisasi sangat kurang berakibat rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap pendidikan wajib belajar 9 tahun. Masalah kedua, sarana dan
prasarana pendidikan belum memadai, ketiga, kurangnya pemerataan dan
peningkatan kualitas guru, keempat, aturan yang ada belum dilaksanakan sepenuh
hati, kelima, pendanaan masih kurang.

Berdasarkan penelitian ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten
Sukamara segera memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, dan
memberikan dana yang cukup. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sukamara agar meningkatkan sosialisasi tentang pendidikan gratis
wajib belajar 9 tahun, meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan pemerataan
tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala sekolah, agar melaksanakan program
pendidikan gratis sesuai dengan aturan. Para guru, agar meningkatkan
profesionalitas.
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ABSTRACT

Educational of Policy nine years Compulsory Education Program
(Implementation Study in Sukamara Subdistrict, Sukamara Regency, Central
Kalimantan)

Sunarno
The Open University

Keywords: implementation, free education, compulsory education.

Educational policy must be considered one of them is free education policy.
Goverment proclime nine years compulsory education for Indonesia citizen.

This research is conducted in elemntary school and a junior hight school of
Sukamara Subdistrict. It is aimed 1) to know the implmentation.of free education
policy; 2) to know the the objective and the cost of free etlucdion policy; 3) to
know and to solve the problem of educational policy 4mpiémentation; 4) this
research is descriptive qualitative analisys that is to\give-a description on a
concept or events which can be observered directlys A e resource of the data in
this research is yielded by interview, field observatién, and related documents.

The education goal is that all students ffom elementary level ti junior hight
school level in Sukamara Regency withoutacception.

The cost of free education comes from”APBN and APBD of Sukamara
Regency which is call BOPD.

The result of this research shows-that generaly the policy of education match
to (1) Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, (2) Republic Act No..
20 of 2003, (3) PP No.. 47012008, (4) Sukamara decree No. 23 of 2011. The
goverment is obliged to.give service and easiness and guaranty the process of
qualified education fon€very citizen without any distinction and the local
goverment is obliged.tg gudranty the availability of finance for the conduction of
education for every citizen aged seven up to fiveteen years old. In the process of
the research yet,many obstacles are still found.

The first~problem is, there is still lack of socialization of the program
effected to the dwareness of society to the nine years compulsory in education.
The second’is, the infrastructure of education is not sufficient enought. The third
is, the lack of teachers distribution and teachers quality in enhanchement. The
fourth is, the rules and regulation which has not been applied absolutly and, the
fifth is, finally the cost of the program is still far from enought.

Based on this research it is recommended that the local goverment of
Sukamara Regency soon fulfil an adequate infrastructure in education and
contribute enough fund. The educational, youth, increase professionalism and
quality and distribution of educator and educational official. The have master of
school shpuld proceed free education program appropriate with the regulation.
Also the teachers should enhance professionalism.
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MOTTO:

e Dengan ilmu kita dapat terbang tinggi membelah angkasa
o Kesempatan tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya,gunakan
waktu luangmu sebelum datang masa sempitmu
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meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan

memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat,

kesejahteraan, serta makna hidupnya.

5. Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia
minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun
menjadi 15 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan vang melatarbelakangi dicanangkan program-
program pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagaimana, yang dikemukakan di
atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai'peningkatan kualitas sumber
daya manusia, yang dapat memberi nilai tambah pada dir1 individu (masyarakat)
itu sendiri mengenai penguasaan ilmu. pengetahuan, keterampilan, yang dapat
mengantar ke pertumbuhan ekonomuipeningkatan produktivitas kerja, martabat,
dan kesejahteraan hidupnyas~hanya“dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan
pendidikan untuk semuay

Berdasarkan \Utidang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikans Nasional, maka tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yvang demokrasi serta bertanggung

jawab.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Kebijakan Publik
Kehidupan bersama perlu ditata atau diatur, oleh peraturan yang berlaku untuk
semuanya dan berlaku mengikat semuanya, supaya satu dengan yang lainnya tidak
saling merugikan, melainkan saling memajukan. “Aturan” merupakan bahasa awam
dari kebijakan publik. Dengan memahami fakta ini, maka,dapat dikatakan bahwa
kebijakan publik menentukan keberhasilan (dan_Kegagalan) pembangunan dan
kemajuan setiap negara, karena kebijakan ©ublik ‘berada pada sisi hulu dari
kehidupan bersama tersebut. Thomas R..Dye, miengikuti pendapat James P. Lester
dan Joseph Steward bahwa kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan
pemerintah, mengapa mereka \meiakukan, dan hasil yang membuat sebuah
kehidupan bersama tanipii berbeda merupakan pemahaman yang paling banyak
dikembangkan (what, goverment do, why they do it, and what difference it makes)
(Dye, 1995: 2.
David Easton memahami kebijakan publik sebagai alokasi nilai-nilai yang
dilakukan pemerintah secara otoritatif (Riant, 2008: 32-33).
Amir Santoso dalam Solahuddin (2010: 3) menggolongkan pengertian kebijakan
publik dalam dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pada tindakan-tindakan pemerintah,
dan konsentrasi pada implementasi kebijakan dan dampak.
Pengertian yang terkonsentrasi pada tindakan pemerintah, misalnya dikemukakan

oleh:
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a. Rs. Parker: Kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau
serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada
periode tertentu dalam hubungannya dengan  suatu subjek atau
tanggapan terhadap Krisis.

b. Thomas R. Dye: Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah
untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan.

c. Edward dan Sharkansky: kebijakan publik adalah apa yang dikatakan dan
dilakukan pemerintah, mencakup: tujuan-tujuany, maksud program
pemerintah, pelaksanaan niat, dan peraturan.

Sedangkan pengertian yang terkonsentrasi< pada implementasi dan dampak
kebijakan, diajukan oleh:

a. Nakamura dan Smalwood: Kébijakan publik adalah serangkaian instruksi
dari pembuat keputusan, kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan
tujuan-tujuan dan/Cara-cara mencapai tujuan tersebut.

b. Wildavsky:\ Kebijakan publik merupakan suatu hipotesis yang
mengandung kondisi-kondisi awal dari aktivitas pemerintah dan akibat-
akibat yang bisa diramalkan.

Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental adalah alat untuk mencapai
suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai
kepublikan (public value). Namun secara umum, kebijakan publik adalah alat untuk
mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, memecahkan masalah yang
dihadapi masyarakat, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik,

melindungi masyarakat dari praktik swasta (Erwan & Dyah, 2012: 64).
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Kebijakan publik pada umumnya diambil melalui proses politik. Secara politis,
suatu kebijakan dirumuskan biasanya dipengaruhi oleh siapa yang terlibat, dalam
situasi bagaimana suatu kebijakan sedang dibahas, berapa banyak dan dari
kelompok mana tuntutan-tuntutan masyarakat didesakkan (Arif Rohman, 2012:
74).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan
dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebijakan publik adalah
kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan
mengatur kehidupan orang seorang atau golongan (THaarn& Riant, 2009: 264).
Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa {kebijakan publik sebagai sebuah
perangkat atau alat yang digunakan oleh suatu pemerintahan untuk mengatur
kehidupan bernegara agar tidak saling merugikan satu sama lain.

Jadi, implementasi kebijakan “pubiik adalah kegiatan secara bertahap untuk
menerapkan perangkat atat—alat yang digunakan oleh suatu pemerintahan untuk
mengatur kehidupan\befriegara agar tidak saling merugikan satu sama lain dengan
didukung elefi~aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dengan maksud untuk

mencapai tujuan.

2. Implementasi Kebijakan Publik
a. Pengertian Implementasi
Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau
penerapan (Poerwadarminto, 1990: 327). Pada umumnya, istilah implementasi

dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
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Kamus Webster (dalam Wahab, 1997: 64) to implement (mengimplementasikan)
berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk
melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to (menimbulkan
dampak/akibat terhadap sesuatu).

Erwan & Dyah mengemukakan tentang definisi implementasi, bahwa implementasi
mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri.
Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi ngemberikan definisi
sesuai dengan dekadenya. Van Metter dan Horn dalam Erwan & Dyah
mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, ‘yaith *“Policy implementation
encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are
directed at the achievement of objectives-set forth in prior policy decisions.”

Dalam perkembangan berikutnya,, Jpemaknaan terhadap implementasi terus
mengalami  perkembangan-~ Implémentasi intinya adalah kegiatan untuk
mendistribusikan keluaran/kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh
para implementer.kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk
mewujudkan tujuan kebijakan (Erwan & Dyah, 2012: 21).

Lester dan Steward (dalam Solahuddin, 2010: 97) mengungkapkan, implementasi
adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui
proses politik.

Secara lebih luas, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses administrasi dari
hukum (statuta) yang di dalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor,

organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah
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ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan (Solahuddin,
2010: 97).

Hill dan Hupe mengemukakan bahwa implementasi adalah masalah yang
kompleks, bahkan acap kali ia berposisi lebih dari sekadar “sub-subjek” dari suatu
kebijakan (Riant, 2008: 116).

Berdasarkan definisi-definisi yang disampaikan para ahli dalam bidangnya tersebut
dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan kegiatan se¢ata bertahap untuk
menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan yang didukung*olen” aktor-aktor yang
terlibat di dalamnya dengan tujuan untuk mencapai/tujuan. Studi implementasi
selalu berkaitan dengan kebijakan sehinggd ,menjadi satu studi yang selalu

berkembang, yaitu studi implementasi kebijakan:

b. Pengertian Kebijakan

Massofa dalam Jurnal Aimiaimya menyampaikan pendapat beberapa ahli dalam hal
pengertian kebijakan. Secara harifah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung
dari kata policy science (Dror, 1968: 6-8 ). H. Hugh Heglo menyebutkan
kebijakan sebagai ““a course of action intended to accomplish some end,” atau
sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi
Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari
kebijakan. Pertama, tujuan. Di sini yang dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang
dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved).

Laode mengemukakan pendapat Friedrick (dalam Islamy, 2004:17) pengertian

kebijakan adalah " ... a proposed course of action of a person, group, or
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government within a given environment providing obstacles and opportunities
which the policy was proposed to utilize and evercome in an effort to reach a goal
or realize an objective or a purpose” (“... serangkaian tindakan yang diusulkan
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan
menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap
pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan
tertentu”)

Solahuddin (2010: 1) mengemukakan, sebagai suatu korisep, Kebijakan memiliki
makna yang luas dan multi interpretasi. Sebagai contet, James Anderson memberi
makna kebijakan sebagai perilaku aktor dalam bidang tertentu. Pengertian tersebut
sangat luas dan dapat diartikan bermacam-macarmn, misal, sang “aktor” dapat berupa
individu atau organisasi; dapat pemerintah’ maupun nonpemerintah. Demikian pula
dengan istilah “kegiatan tertentw” dapat diartikan kegiatan administratif, politis,
ekonomi, dan lain-laip."Di~samping itu, bentuk kegiatannya pun luas dan multi
interpretasi, misalnya dapat berupa pencapaian tujuan, perencanaan, program, dan
sebagainyas, Bengan demikian studi kebijakan adalah studi tentang perilaku
berbagai aktor dalam berbagai bidang kegiatan yang mempunyai relevansi dengan
sang aktor.

Tilaar & Riant (2009: 16) mengemukakan bahwa istilah kebijakan (policy) sering
dicampuradukkan dengan kebijasanaan (wisdom). Kedua istilah ini mempunyai
makna yang jauh berbeda. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah
pertimbangan akal sehat. Suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil

pertimbangan akal manusia meskipun akal manusia merupakan unsur yang
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dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi pengambilan keputusan
kebijakan. Kebijaksanaan lebih menekankan faktor-faktor emosional dan irasional.
Bukan berarti suatu kebijaksanaan tidak mengandung unsur-unsur rasional.

Hugh Heclo menyebutkan bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja
untuk menyelesaikan beberapa masalah. James E. Anderson dalam Arief (2012: 86)
memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat,
kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang
kegiatan. Suatu kebijakan diambil biasanya dilatarbelakangi,oleh adanya masalah.
Kebijakan, secara ringkas dapat ditarik sebuah kesirmpulan sebagai suatu kegiatan
atau perilaku tertentu yang dilakukan oleh” aktor,” dapat perorangan maupun

kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

c. Pengertian Implementasi Kebijakan

James Anderson menyatakar bahwa implementasi kebijakan /program merupakan
bagian dari administrative process (proses administrasi). Proses administrasi
digunakan wntuk-mienunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang
terjadi setiap saat. Proses administrasi mempunyai konsekuensi terhadap
pelaksanaan, isi, dan dampak suatu kebijakan (Solahuddin, 2010: 97).

William N. Dunn (2003: 107) mengemukakan, masalah kebijakan (policy problem)
adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat
diidentifikasikan, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.
Pengetahuan mengenai masalah apa yang memerlukan pemecahan membutuhkan

informasi mengenai kondisi yang mendahului permasalahan yang pencapaiannya
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dapat mendorong pada penyelesaian permasalahan. Penyediaan informasi mengenai
masalah-masalah kebijakan merupakan tugas analisis kebijakan yang paling kritis,
karena cara suatu masalah didefinisikan mengarahkan kemampuan kita untuk
mencari dan mengidentifikasi pemecahan yang tepat.

Sebagaimana yang tertuang dalam kamus Webster, implentasi diartikan sebagai to
provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan
sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap
sesuatu), pengertian tersebut mengandung arti bahwa ‘dniplementasi kebijakan
dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan/kebijakan (Arief Rohman,
2012: 105).

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat
administrasi hukum di mana berbagai~aktor, organisasi, prosedur, dan teknik
yang bekerja bersama-sama~untuk “menjalankan kebijakan guna meraih dampak
atau tujuan yang diinginkari (Budi Winarno, 2002:102).

Implementasi kehijakan” pada dasarnya adalah hal yang menentukan dalam
kebijakan publik<{Riant, 2008: 115).

Implementasi” kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan
alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik
yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak
atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2002:102).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno,

menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:
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“Implementasi  kebijakan dipandang dalam pengertian luas
merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor,
organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang

diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi, implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk menerapkan_kebijakan yang
telah ditetapkan yang didukung oleh aktor-aktor yang terlibat di-dalamnya dengan
tujuan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan selaiu melibatkan khalayak
atau publik sehingga memunculkan istilah implementasi kebijakan publik.

Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan mempelajari, meneliti,
menelaah, menilai, menyimpulkan, adanya pelaksanaan kebijakan yang telah
diterapkan untuk mengetahui “‘tingkat keberhasilannya dan memberikan jalan
pemecahan permasalahan”“yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan yang

diterapkan.

3. Proses Pembuatan Kebijakan
William Dunn (2003) mengemukakan proses pembuatan kebijakan
divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung menurut
urutan-urutan waktu; Pertama, Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan
diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Kedua, Formulasi kebijakan,
para pejabat merumuskan alternatif kebijakan yang mengantisipasi masalah.

Ketiga, Adopsi kebijakan, alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan
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dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan
peradilan. Keempat, Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya
finansial dan manusia. Kelima, Penilaian kebijakan, untuk pemeriksaan dan
akuntansi dalam pemerintahan menentukan apabila badan-badan eksekutif,
legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan

kebijakan dan pencapaian tujuan.

4. Kebijakan Pendidikan

Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan mefmpuriyal makna yang begitu luas dan
bermacam-macam, sehingga perlu kesepakatariterlebih dahulu apa yang dimaksud
dengan kedua istilah tersebut. Telah dikemukakan di depan, bahwa istilah kebijakan
(policy) sering dicampuradukkan dengan kebijasanaan (wisdom). Kedua istilah ini
mempunyai makna yang/jauh’ berbeda. Landasan utama yang mendasari suatu
kebijakan adalah-pertimbangan akal sehat. Suatu kebijakan bukan semata-mata
merupakan-fiasii~pertimbangan akal manusia meskipun akal manusia merupakan
unsur yangdominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai opsi
pengambilan keputusan kebijakan. Kebijaksanaan lebih menekankan faktor-faktor
emosional dan irasional. Bukan berarti suatu kebijaksanaan tidak mengandung
unsur-unsur rasional (Tilaar & Riant, 2009: 16).

Berbeda dengan binatang, hanya manusia yang mengalami proses pendidikan.
Pentingnya pendidikan bagi manusia adalah:

1. Pendidikan sebagai proses pengembangan kepribadian;
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2. Pendidikan sebagai pengembangan akhlak mulia serta religious;
3. Pendidikan sebagai pengembangan warga negara yang bertanggung
jawab;
4. Pendidikan sebagai mempersiapkan pekerja-pekerja yang terampil dan
produktif;
5. Pendidikan adalah pengembangan pribadi paripurna atau seutuhnya;
6. Pendidikan sebagai proses pembentukan manusia bary~(Tilaar & Riant,
2009: 20 - 42).
Istilah kebijakan pendidikan banyak dikonotasikaridengan istilah perencanaan
pendidikan (educational planning), rencana induk tentang pendidikan ( master plan
of education), pengaturan pendidikan (educational regulation), kebijakan tentang
pendidikan (policy of education). Istilah-jstilah itu sebenarnya memiliki perbedaan
isi dan cakupan makna.
Kebijakan pendidikan, merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan
publik pada umumnya.”Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang
mengatur reguiasi-berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi
sumber, serta’pengaturan perilaku dalam pendidikan (Arief Rohman, 2012: 86).
Pada tataran praktik program-program yang telah dirumuskan memerlukan rambu-
rambu dalam pelaksanaannya agar tujuan dari program-program tersebut dapat
tercapai. Pelaksanaan program-program di lapangan memerlukan riset yang terus-
menerus dan hasil riset serta pengembangan dari program-program ini merupakan
input bagi nalisis kebijakan yang pada gilirannya akan menyempurnakan rumusan-

rumusan kebijakan pendidikan (Tilaar, 2009: 138).
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Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik (Riant, 2009: 306).
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan
pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik yang
mengatur tentang pendidikan.

5. Implementasi Kebijakan Pendidikan
Menurut pandangan para ahli dalam ilmu sosial, proses implementasi suatu
kebijakan (pendidikan) berlangsung lebih rumit dan kompieks dibandingkan
dengan perumusannya. Proses implementasi kebijakanspendidikan melibatkan
perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif/organisasi dalam rangka
mencapai suksesnya implementasi kebijakanendidikan tersebut (Arief Rohman,
2012: 105).
M.Grindle (1980: 6) menambahkan,,bahwa proses implementasi mencakup tugas-
tugas “membentuk suatu ikatanwang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat
direalisasikan sebagai hasii~dari aktivitas pemerintah”. Seperti tugas-tugas dalam
hal mengarahkan, Sasaran atau objek, penggunaan dana, ketepatan waktu,
memanfaatkan organisasi pelaksana, partisipasi masyarakat, kesesuaian program
dengan tujuan kebijakan, dan lain-lain.
Charles O. Jones (1996: 296) mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas
fungsional. Implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk
mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan
program. Ketiga pilar itu adalah:

a. pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya,

unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan;
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b. interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi
rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
dilaksanakan;

c. aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan,
pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau
perlengkapan program.

Hal senada diungkapkan oleh Solahuddin (2010: 45) bahwa-proses kebijakan
adalah sangat rumit. Proses kebijakan merupakan gejala, yang tidak mudah
dipahami, dan sulit dianalisis secara efektif karena kegipleksitas.
Berdasarkan paparan-paparan di atas dapat didihat bahwa implementasi kebijakan
pendidikan merupakan proses. Proses ini tidak-hanya menyangkut perilaku badan
administratif sebagai penanggung 1awab pelaksanaan program dan timbulnya
ketaatan kelompok sasaram; tetapi juga menyangkut faktor hukum, politik,
ekonomi, sosial, yang“sécara langsung maupun tidak langsung berpengaruh
terhadap perilaku-herbagai pihak yang terlibat dalam program.
6. Pendekatan Implementasi

Menurut Solichin Abdul Wahab (1997: 110) ada empat pendekatan dalam

implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi yaitu:
a. Pendekatan-pendekatan struktural.

Pendekatan ini ada dua bentuk yaitu pendekatan struktur yang bersifat

organis dan pendekatan struktur matrik.

b.  Pendekatan prosedural manajerial.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

27

Perlu dibedakan antara merencanakan perubahan dan merencanakan untuk
melakukan perubahan. Dalam hal pertama, implementasi dipandang sebagai
semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial, di sini prosedur-prosedur
yang dimaksud termasuk di antaranya yang menyangkut penjadwalan
(scheduling), perencanaan (Planning), dan pengawasan (Control).

Teknik manajerial yang merupakan perwujudan dari pendekatan ini adalah
perencanaan jaringan kerja dan pengawasan (network planningsand control, NPC)
yang menyajikan suatu kerangka kerja di mana proyek‘dapat-dilaksanakan dan
implementasinya dapat diawasi dengan cara mengideritifikasikan tugas-tugas dan
urutan-urutan logis di mana tugas tersebut dapat.difaksanakan.

C. Pendekatan-pendekatan keperilakuan.

Ada dua bentuk dalam pendekatan ini; Pertama, OD (organisasional
development/pengembangan~~ organisasi). OD adalah suatu proses untuk
menimbulkan perubahan<perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi
melalui penerapan_dalam ilmu-ilmu kepribadian; Kedua, bentuk management by
objectives (MBO)./MBO adalah suatu pendekatan yang menggabungkan unsur-
unsur yang terdapat dalam pendekatan prosedural/manajerial dengan unsur-unsur
yang termuat dalam analisis keperilakuan. Jelasnya MBO berusaha menjembatani
antara tujuan yang telah dirumuskan secara spesifik dengan implementasinya.

d.  Pendekatan Politik
Pendekatan politik ini pada prinsipnya juga diketengahkan oleh

ketiga pendekatan terdahulu khususnya pendekatan perilaku. Dalam pendekatan
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ini, keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya akan bergantung pada kesediaan
dan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh. Dalam situasi tertentu
distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat
implementasi kebijakan walau sebenarnya kebijakan tersebut secara formal telah

disahkan.

B. Kerangka Berpikir

Studi implementasi merupakan salah satu studi sosialyang bertujuan untuk
mempelajari, meneliti, dan memberikan sumbarigan) berupa pemikiran dan
pemecahan masalah pendidikan yang dihddapi™olen Kecamatan Sukamara,
Kabupaten Sukamara.

Adanya Undang Undang ‘Sistem Pendidikan Nasional yang proses
implementasinya berada datarm, era otonomi daerah (kota/kabupaten) seluruh
Indonesia mendorong \4Tiasing-masing kota/kabupaten untuk membangun
daerahnya terutama dalam bidang pendidikan. Pemerintah pusat yang mengetahui
hal tersebut ségera membuat payung hukum yang kemudian dituangkan dalam
Undang-Undang Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Kabupaten Sukamara sebagai daerah otonom bangkit dengan menerapkan
Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun. Pelaksanaan
pendidikan sekolah gratis sangat membantu masyarakat. Studi implementasi
kebijakan pendidikan sekolah gratis sebagai langkah untuk untuk menganalisis

pelaksanaannya. Dengan adanya studi tersebut akan diketahui kelebihan dan
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kekurangan pelaksanaan Pendidikan Gratis Program Wajib Belajar 9 Tahun di
Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Kelebihan dalam pelaksanaan
pendidikan gratis minimal dapat dipertahankan dan lebih baik lagi jika
ditingkatkan. Kekurangan yang ditemukan pada penelitian ini nantinya akan
dianalisis kemudian dicarikan jalan pemecahannya. Analisis dilaksanakan
berdasarkan penyebab adanya kekurangan atau kelemahan pelaksanaan
pendidikan gratis tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini_nantinya akan
memberikan banyak manfaat demi kemajuan pendidikan di Kecamatan Sukamara,

khususnya, Kabupaten Sukamara pada umumnya.

Studi Implementasi Kebijakan

w\

Informan Ohservasi . ——nalisis Dokumen

\v /

Temuan-temuan

A
\ 4

\ 4

Pemecahan

Bagan 1: Skema Kerangka Berpikir
Studi implementasi ini dimulai mewawancarai para informan
Setelah melakukan wawancara, dilakukan observasi kemudian menganalisis

dokumen. Berdasarkan tiga hal tersebut didapatkan temuan-temuan.
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BAB I11

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.
Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang memerlukan
pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang
diteliti untuk menjawab permasalahan untuk mendapatkan, data-data kemudian
dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitiain/dalam situasi dan kondisi
tertentu. Sehingga dalam penelitian ini diperiukan kemampuan untuk menggali
informasi yang sedalam-dalamnya namun tetap-dalam konteks permasalahan yang

diteliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan titik pusat masalah yang akan diteliti. Dengan
berdasarkan, t0kus” penelitian ini masalah yang akan dibahas tidak berpendar
keluar dari masalah yang akan diteliti. Ada pun fokus dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut.

1. Mekanisme

Mekanisme merupakan sistem atau cara kerja suatu organisasi. Mekanisme
dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan
pendidikan sekolah gratis program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara,

Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Pelaksanaan wajib belajar di
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Kecamatan Sukamara apakah sudah didasarkan pada peraturan yang berlaku,
yaitu dari landasan tertinggi dalam peraturan berupa Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Pasal 31. Berdasarkan UUD Negara RI Pasal 31
dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang selanjutnya UU ini dilaksanakan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Dengan berdasarkan landasan hukum tersebut, 8upati Sukamara
mengeluarkan sebuah peraturan yang mengatur pelaksanaarrwajib belajar dengan
Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Program Sekolah”Gratis. Program ini diatur
oleh Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Foermal, Nonformal, dan Informal di
Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda~dan olahraga Kabupaten Sukamara.

Peraturan Bupati Nopor ‘23 Tahun 2011 dilaksanakan oleh dinas terkait,
yaitu Dinas Pendidikarn/Pemada dan Olahraga Kabupaten Sukamara, melalui
Surat Keputusan..Kepgla Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sukamara Narmor~ 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional_Pendidikan Daerah (BOPD) Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran
2012/2013. SK tersebut dijadikan pedoman oleh sekolah untuk melaksanakan
Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Program Sekolah Gratis.

Berdasarkan Peraturan Bupati dan SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga tersebut ditindaklanjuti oleh para kepala sekolah di lingkungan

Kabupaten Sukamara dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

32

yang berkaitan dengan pelaksanaan program wajib belajar tersebut, yaitu SK
Pengangkatan Panitia Penyusunan RAPBS.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor utama pendukung
pelaksanaan wajib belajar, selain tenaga pendidik (guru) dan kependidikan. Salah
satu fokus penelitian ini adalah sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan
Sukamara. Sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan~Sukamara sudah
memadai atau belum, sudah lengkap atau belum, sudah merata-atau belum, akan
menjadi sasaran dalam penelitian ini.

Masalah ini akan digali melalui wawaiicara“dan observasi lapangan, serta
foto-foto dokumenter. Selanjutnya, hasil wawancara dan observasi serta foto
tersebut akan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang
dihadapi.

3. Kriteria Peserta\Didik untuk Wajib Belajar 9 Tahun

Penelitian_ini akan’memfokuskan salah satunya pada peserta didik. Kriteria
tentang peserta-didik sudahkah terpenuhi, termasuk di dalamnya apakah anak-
anak usia sekolah sudah mengikuti program wajib belajar.

Selain itu, peran orang tua juga masuk dalam fokus penelitian ini, karena
orang tua memegang peranan penting dalam program wajib belajar. Kesadaran
orang tua sangat mendukung keberhasilan program ini. Sudahkah ini dialami di
Kecamatan Sukamara?

4. Kendala dan Faktor Pendukung
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Kendala dan faktor pendukung merupakan dua sisi berlawanan yang tak
terpisahkan dari suatu masalah. Kendala sebagai faktor yang dapat menghambat
pelaksanaan suatu program, sedangkan pendukung sebagai faktor yang
memperlancar pelaksanaan program. Setiap program yang digulirkan pasti dua
faktor ini ikut serta, lantas sejauh mana seseorang menghadapinya.

Kendala dan pendukung pelaksanaan pendidikan wajib belajar di
Kecamatan Sukamara pasti dihadapi oleh pihak-pihak gerkait. Misalnya,
sosialisasi terhambat mengakibatkan program wajib belajar tidak diketahui oleh
masyarakat. Masalah sosialisasi sendiri menghadapi ~kendala, yaitu faktor
geografis.

5. Pengelola Program Pendidikan\Wajib Belajar

Setiap program pasti ada yang, bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung
jawab kemudian menunjuk~pelaksana. Pelaksana bertanggung jawab kepada
atasannya. Dalam duniawpendidikan pelaksana program pendidikan wajib belajar
adalah Dinas Pendidikan; beserta jajarannya.

Di Keearmatan Sukamara pengelola program pendidikan wajib belajar
adalah UPTD Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di lingkungan
Kecamatan Sukamara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan
program wajib belajar di Kecamatan Sukamara.

6. Pemahaman Masyarakat terhadap Program Wajib Belajar

Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Sukamara terhadap program
wajib belajar? Hal ini merupakan salah satu fokus dalam penelitian ini. Masalah

ini tidak terlepas dari sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Sosialisasi sangat
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berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat tentang wajib belajar. Dengan
gencarnya sosialisasi, program wajib belajar cepat dikenal, dipahami, dan pada
akhirnya dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu,
pemahaman masyarakat teerhadap program wajib belajar akan sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan program.

7. Pembiayaan Program Wajib Belajar

Dari manakah pembiayaan program wajib belajar di Kegamatan Sukamara
ini berasal? Penelitian ini akan difokuskan pada sumber biaya pelaksanaan
program wajib belajar. Selain itu, biaya yang didapatkan oleh sekolah-sekolah
dari sumber-sumber yang ada apakah sudah’ mericukupi? Jawaban masalah ini
akan digali melalui wawancara dengan pihak terkait dan observasi lapangan.
Selanjutnya, hasilnya akan dianalisis “untuk menemukan jawaban masalah
tersebut.

Secara keseluruhans berangkat dari fokus penelitian ini, akan dilakukan
wawancara, observasi’fapangan, analisis dokumen, baik berupa peraturan-
peraturan maupun- dokumen sekolah, serta analisis foto-foto dokumen yang ada.
Dengan dasar ini akan diharapkan dapat menemukan pemecahan masalah-masalah
yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar, khususnya di Kecamatan

Sukamara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sukamara lebih khusus lagi

di Dinas Pendidikan Sukamara yang beralamatkan Jalan Cilik Riwut Km 8
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Sukamara. Kecamatan Sukamara merupakan salah satu dari lima kecamatan yang
berada di Kabupaten Sukamara. Yang lebih menarik lagi untuk melakukan
penelitian di Kecamatan Sukamara karena Kecamatan Sukamara merupakan salah
satu kecamatan yang paling banyak membawahi desa bersama kecamatan Balai

Riam, yaitu membawahi 8 desa.

D. Sumber Data Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian akan “{diadakan wawancara
dengan orang-orang yang natinya terlibat dalam @ébjek penelitian, yaitu tokoh
masyarakat di masing-masing desa di wilayah “Kecamatan Sukamara, kepala
sekolah/guru, Anggota Komite Sekolah, Pejabat UPTD Pendidikan Kecamatan
Sukamara, anggota DPRD Kabupateri:Stikamara.

Selain sumber data~penelitian melalui wawancara, sumber data juga
diambil dari dokumentdsi/BDokumentasi yang berkaitan dengan program sekolah
gratis di sekolah-sekolairdi Kecamatan Sukamara akan menjadi salah satu sumber
data dalam périelitian ini. Sumber data yang lain didapatkan melalui observasi.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan dalam penelitian ini,
sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik
apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan

diobservasi pada latar, di mana fenomena tersebut berlangsung. Di samping itu
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untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi tentang bahan-bahan yang ditulis
oleh atau tentang subjek.
a. Teknik Wawancara
Wawancara yang dimaksud adalah wawancara mendalam dan tidak

terstruktur dengan informan. Penggunaan wawancara dalam penelitian
dimaksudkan untuk menggali lebih mendalam mengenai apa yang dipikirkan
maupun yang dikerjakan. Pengungkapan mengenai implementasi kebijakan wajib
belajar hanya dapat diungkap melalui wawancara mendalam ferhadap informan
atau dalam hal ini kepala sekolah, guru, komite sekolan serta pejabat dan anggota
dewan. Hasil wawancara kemudian direkani dalam catatan lapangan. Contoh
format rekaman hasil wawancara dalam.penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Transkrip"Wawancara

Field Notes : Wwec-01

Tanggal D

Tempat e,

Kutipan Hasil Wawancara.
Peneliti e

Responden e

b. Teknik Observasi

Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui atau cross-check antara

program/pernyataan/teori dengan praktik/keadaan sebenarnya di lapangan. Teknik

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

37

observasi bertujuan untuk menggali data yang terkait dengan implementasi
kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Sukamara yang
sedang berjalan maupun hasil-hasilnya. Observasi dilakukan untuk mencermati
dan mengkritisi kegiatan implementasi kebijakan di kecamatan kota berupa bukti
fisik dokumen dan lainnya. Misalnya, mengenai program strategis dalam master
plan pendidikan dan data dari Bappeda, apakah sudah terlaksana? Apakah
sekolah juga punya program untuk menindaklanjuti pregram pemerintah
kabupaten? Apakah masih ada anak usia wajib belajar yang tidak/belum sekolah,
apa penyebabnya? Sarana dan prasarana pendidikan.@apakah sudah sesuai dengan
PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar /Nasional Pendidikan (SNP) dan
Permendiknas No. 50 tahun 2007 tentang SNP oleh Pemerintah Daerah?.
Bagaimana keadaan fisik sekolahy @i~ Kecamatan Sukamara. Hasil observasi
direkam dalam catatan lapangar
Tabel 3.2 Transkrip ObServasi

Kede : Obs-01

Waktu

Yang diobservasi

Tempat

Deskripsi

c. Analisis Dokumen

Dokumen-dokumen yang dicari dalam penelitian ini adalah (1) referensi

tentang wajib belajar berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perda,
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Perbup sebagai produk hukum tertulis; (2) Permendiknas tentang SNP untuk
membandingkan antara program dengan pelaksanaan; (4) dokumen tentang
keadaan jumlah siswa dan sekolah di UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara
dan versi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukamara, action plan pemenuhan sarana
dan prasarana sekolah 2010-2015, dan profil sekolah untuk menjawab pertanyaan
tentang hasil-hasil dari implementasi kebijakan; (5) dokumentasi foto lapangan
diambil langsung oleh peneliti berupa kondisi bangunan sekelah dan keadaan

siswa.

F. Validitas Data

Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin validitasnya. Hal
ini dilakukan untuk menghindari pemyimpangan informasi dari perolehan data
yang sudah diperoleh. Salahssatuteknik yang digunakan untuk mengukur validitas
data adalah dengan nienggunakan triangulasi. Tingkat validitas data adalah
dengan triangulasi.data.

WilliagTWiersna dalam Sugiyono (2012:125) menyatakan “triangulation
is qualitativecross-validation.”

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2012: 125).

Triangulasi  adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap suatu data.

Trianguluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
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a. Triangulasi dengan sumber yakni membandingkan data hasil
pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan dengan
dokumen yang berkaitan.

b. Triangulasi dengan metode yakni dengan strategi pengecekan
derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa
teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan
pemeriksaan dokumen serta pengamatan langsung oleh peneliti,
serta pengecekan derajat kepercayaan ‘heberapa sumber data
dengan metode yang sama.

c. Triangulasi dengan teori, ¥akni® Untuk pengecekan derajat
kepercayaan hasil penelitian digunakan beberapa teori sebagaimana

yang tertuang dalam lafidasan teori penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis, data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia
dari berbagarsumiber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam
catatan lapangan, dokumen-dokumen resmi, foto, dan sebagainya. Setelah data-
data itu ditelaah, langkah berikutnya adalah reduksi data, yang dilakukan dengan
jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang
inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di
dalamnya (Moleong, 2012: 247).

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Analisis data

kualitatif menurut Bogdan & Biklen, dalam Moleong (2012: 248) adalah upaya
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yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data
merupakan proses pengumpulan dan mengolah data ke dalam pola, kategori, dan
satuan uraian dasar sehingga dengan analisis akan menguraikan dan memecahkan
masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Analisis. secara kualitatif
adalah analisis data yang tidak bisa dikategorikan secara‘stafisitk. Dalam analisis
kualitatif ini, maka penginterpretasian terhadap“@apa yang ditemukan dan
pengambilan kesimpulan akhir menggunakandogika atau penalaran sistematis.

Model analisis kualitatif digunakan, yaituy model analisis yang memerlukan
tiga komponen berupa reduksi~data, sajian data, serta penarikan
kesimpulan/verifikasi.  Datamy, menggunakan analisis  kualitatif, maka
penginterpretasian terhaddp~apa yang ditentukan dan pengambilan kesimpulan
akhir digunakan lagika atau penalaran sistematik.

Selanjutfiya imelaksanakan observasi partisipan, mencatat hasil observasi,

maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain.

Analisi domain (Domain analisys).
Memperoleh gambaran yang umum dan
menyeluruh dari objek/penelitian atau
Situasi sosial. Ditemukan berbagai domain
atau kategori.

Analisis
Data
Kualitatif

Bagan 2: Analisis data kualitatif (Spradley, 1980 dalam Sugiyono, 2012: 102)
Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran

yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek
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penelitian. Data diperoleh dari grand tour dan minitour question. Hasilnya berupa
gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah
diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di
permukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi

sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012: 102).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

70

3. Data Dokumen
Dokumen-dokumen yang dicari dalam penelitian ini adalah referensi
tentang wajib belajar berupa:
a. Dokumen Undang-Undang Dasar 1945
b. Dokumen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
¢. Dokoumen Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
d. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan
Operasional Pendidikan
e. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemnuda dan Olahraga Kabupaten
Sukamara Nomor 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Taknis Bantuan
Operasional Pendidikan Daerah»»Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran
2012/2013.

f. Dokumen Sekolah

D. Validitas'Data
Data yang telah dicatat dan dikumpulkan harus dijamin validitasnya. Hal
ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan informasi dari perolehan data
yvang sudah diperoleh. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengukur validitas
data adalah dengan menggunakan trianggulasi. Tingkat validitas data adalah

dengan trianggulasi data.

1. Data wawancara dengan Informan: komite sekolah, orang tua, dan tokoh

masyarakat
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan di muka, maka
masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah_masalah tentang
implementasi kebijakan pendidikan sekolah gratis program, wajib” belajar 9 tahun
di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara Provingi-Kalimantan Tengah. Data
penelitian ini berupa hasil wawancara, hasil, @bservasi lapangan, dokumen-
dokumen, dan foto-foto. Data-data tersebutskemudian dianalisis dengan teknik
kualitatif deskriptif. Berdasarkan turaiaft” analisis dapat disimpulkan sebagai
berikut.

Bahwa Implementasi.Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib
Belajar 9 Tahun ‘dinKecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi
Kalimantan <Fergaih” berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 tahun
2011 adalah-sebagai berikut :

1. Sudah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada beberapa yang

belum puas, perlu peningkatan.

2. Ada keinginan untuk ditingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun

3. Komunikasi antar unsur pendidikan belum menunjukkan kerja sama yang

baik
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4. Pelaksanaan program masih belum efektif

Sedangkan kendala dan faktor pendukung yang ditemui di lapangan
terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis Program Wajib
Belajar 9 Tahun di Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Provinsi
Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 tahun
2011 adalah sebagai berikut :

1. Kendala:

a. Keberadaan sarana dan prasarana belupy™memadai,belum memenuhi

standar

b. Keberadaan guru yang masih kurang baik pemerataan maupun
kebutuhan pada mata peldjaran tertentu,serta jarangnya kesempatan
guru untuk mengikuti.pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan

dirinya.

c. Pendapaan'yang masih minim

d. “Penggunaan anggaran belanja sekolah yang tidak konsisten

e. Sekolah tidak menganggarkan dananya untuk kegiatan peningkatan

kualitas guru dan tenaga kependidikan

f. Keterlambatan dalam pencairan dana operasional sekolah

g. Sekolah lambat dalam membuat laporan pertanggungjawaban

penggunaan keuangan
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h. Peraturan Daerah tentang pendidikan belum ada

i. Proposal belum dijadikan sebagai dasar penentuan besarnya dana yang

diberikan kepada sekolah

j. Pengelola program bantuan sekolah gratis belum melaksanakan
tugasnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi program serta
komunikasi antarunsur pendidikan belum menunjukkan adanya kerja

sama yang baik

2. Pendukung :

a. Jaminan keberlangsungan Kebijakan Pendidikan Sekolah Gratis

Program Wajib Belajar 9 Taltn dari DPRD

b. Dasar aturan hukurn,cukup lengkap

c. Adanya bantuan pendanaan

d. Dukungan masyarakat terhadap Program Pendidikan Sekolah Gratis

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan di atas,
berikut diajukan saran-saran sebagai berikut.
Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan wajib
belajar 9 tahun program sekolah gratis di Kabupaten Sukamara, khususnya di

Kecamatan Sukamara disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara:
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1. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sebaiknya segera
diwujudkan agar dapat mendukung keberhasilan pendidikan dasar 9 tahun.

2. Pendanaan yang cukup sangat mendukung keberhasilan implementasi
pendidikan 9 tahun program sekolah gratis. Oleh karena itu, sebaiknya
masalah pendanaan tersebut sangat diperhatikan mengingat sekolah tidak
diperbolehkan memungut biaya dari orang tua siswa.

3. Sosialisasi tentang kebijakan pendidikan wajib belajar-9, tahun program
sekolah gratis perlu digalakkan agar masyarakat di, Kecamatan Sukamara
mempunyai pengertian dan pemahaman tentang pendidikan dasar 9 tahun
program sekolah gratis. Dengan pengertian~ dan pemahaman tersebut
diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi mengenai
pentingnya pendidikan.

4. keberadaan guru sangat dibutuhkan, maka sebaiknya perlu pemerataan dan
peningkatan mutu guru;

5. Untuk menyukseskan wajib belajar 9 tahun program sekolah gratis,
sebaikrnya—sekolah taat pada prosedur aturan yang berlaku, termasuk
melengkapi dokumen.

6. Para guru sebaiknya meningkatkan profesionalitas, demi kemajuan
pendidikan di Kecamatan Sukamara.

7. Bagi peneliti lain, agar mengadakan penelitian lain yang berkaitan dengan
implementasi kebijakan pendidikan di Kecamatan Sukamara. Aspek yang

berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan masih banyak. Selain
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itu, wilayah penelitian dapat diperluas sampai tingkat kabupaten, bahkan

sampai tingkat provinsi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

140

Daftar Pustaka

Arvio, Idham. (2010). Jurnal Implentasi Kebijakan. Diambil 15 September 2012.
Dari World Wide Web www.education-vionet.blogspot.com/jurnal

BPS Sukamara. (2009). Kabupaten Sukamara dalam Angka. Sukamara: BPS
Kabupaten Sukamara

BPS Sukamara. (2009). Kecamatan Sukamara dalam Angka. Sukamara: BPS
Kabupaten Sukamara.

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2003).”Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.

. (2008). Peraturan Pemgrintah” Republik Indonesia Nomor
47 Tahun 2008 tentang Wajib BelajarnJakarta: Depdiknas RI.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara. (2012). Surat
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sukamara Nomor 421/1082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk teknis
Bantuan Operasional Pendidikan Daerrah (BOPD) Kabupaten
Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013. Sukamara: Dikpora Sukamara.

Dunn, William N. (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Gajah Mada Unersity Press.

Dye, Thomas\R:{1995). Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice hall.

Grindle, Merilee S. (1980). Politic and Policy Implementation in the Third World.
New Jersey: Princentown University Press.

Ismail, Muhammad Ilyas. (2009). Jurnal Pendidikan Wajib Belajar (Wajar) 9
Tahun dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Diambil 29
Agustus 2012 dari World Wide Web
http://ilyasismailputrabagus.blogspot.com//2009/wajar-9-tahun.html

Jones, Charles O. (1984). An Introduction to the Study of Public Policy (3d ed).
Montery Calif: Brooks/Cole.

Kusumanegara, Solahuddin. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan
Publik. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

141

Laode, Riki Fafar. (2011). Jurnal Pengertian Kebijakan. Diambil 29 Oktober
2012. Situs World Wide Web http://id.shvoong.com/writing-and-
speaking/presenting/2202699/#ixzz2AneiomCO.

Massofa. (2008). Jurnal Kajian Ilmu Kebijakan dan Pengertian Kebijakan.
Diambil 29 Oktober 2012. Situs World Wide Web
http://massofa.wordpress.com/2008/11/13/

Moleong, Lexy J. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Nugroho, Riant. (2008). Kebijakan Pendidikan yang Unggul. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Pemkab. Sukamara. (2011). Peraturan Bupati Sukamara Nomor23 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian BantuanOperasinal
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaeh Sukamara Tahun 2011.

Poerwadarminta, W.J.S. (1990). Kamus Besai Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai
Pustaka.

Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti-Dyah Ratih. (2012). Implementasi
Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta:
Penerbit Gava Media:

Sugiyono. (2012). Memaharti Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sekretariat Jenderal, DPR.Ri. Dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik

IndonesiaDiambil 15 September 2012, dari situs World Wide Web
http:%/Www<dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45

Rohman*Arif. (2012). Kebijakan Penddikan: Analisis Dinamika Formulasi dan
Implementasi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Tilaar, H.A.R. & Nugroho, Riant. (2009). Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. (1997). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media
Pressindo.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

142

Lampiran 1: Instrumen Penelitian
Adapun materi wawancara kepada beberapa responden sebagai berikut:
- Pertanyaan untuk masyarakat/orangtua/tokoh masayarakat
1. Apakah ada anak Bapak yang bersekolah? Di mana?
2. Apakah yang bapak ketahui tentang program wajib belajar 9 tahun?
3. Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang implementasi wajib belajar
pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Sukamara?
4. Apakah Bapak sudah puas dengan pelaksanaan wajibrbelajar 9 tahun?
5. Apa kritik dan saran sebagai masukan untuk Pernérintah Kabupaten

Sukamara?

- Pertanyaan untuk Kepsek/Guru

1. Apa yang bapak ketahui tentang pelaksanaan program wajib belajar 9
tahun di Kecamatan-Sukamara?

2. Apakah -ada, Kendala/hambatan kaitannya dengan Standar Nasional
Pendidikan?

3. Bagatmana cara Bapak menyelesaikan masalah, mungkin ada strategi yang
sudah dilaksanakan selama Bapak memimpin di sekolah ini ?

4. Apakah Bapak sudah puas dengan pelaksanaan program wajib belajar 9
tahun ?

5. Bagaimana pendapat Bapak/lbu tentang implementasi kebijakan wajib
belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara agar berhasil?

- Pertanyaan untuk pejabat di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara
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1. Bagaimana pandangan Bapak tentang pelaksanaan kebijakan wajib belajar
9 tahun di Kecamatan Sukamara (tentang pendekatan, strategi, dsb.) ?

2. Apakah Bapak/Ibu sudah puas dengan pelaksanaan kebijakan wajib belajar
9 tahun selama ini?

3. Mohon saran/masukan untuk kesuksesan wajib belajar 9 tahun di

Kabupaten Sukamara.

- Pertanyaan untuk DPRD
1. Apakah ada jaminan program wajib belajar) 9  tahun di Kabupaten
Sukamara berlanjut terus ?
2. Apakah Bapak sudah puas dengan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9
tahun selama ini?
3. Masukan/pandangan-teritang kesuksesan program wajib belajar 9 tahun

Kabupaten Sukamara:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

144
Lampiran 2: Transkrip wawancara
Transkrip wawancara
Responden/Informan: masyarakat, orang tua, dan tokoh masyarakat
Pertanyaan 1: Apakah ada anak Bapak yang bersekolah? Di mana?
Kode Respoden Tanggapan responden
Wawancara tertanggal: 1 April 2013
101 Ada yaitu di SMP Negeri 1 Sukamara
| 02 Ada di SD Negeri Mendawai 3
| 03 Ada yaitu di Sekolah Dasar Negeri-Mendawai 3 Sukamara
| 04 Ya ada yaitu di SD dan di SMR
I 05 Ada di SDN Mendawai“3\Sukamara
| 06 Ada dan bersekaolah"di/SDN Mendawai 3 Sukamara dan anak
kedua bersekolah\di"Sdn Mendawai 2 Sukamara
Wawancaratertanggal: 2 April 2013
I 07 Ada, di SMANIFSMP, di SD
| 08 Add, bersekolah di SDN Mendawai 2 Sukamara
1 09 Ada,di SDN Mendawai 2
110 Ada, Haikal Patria P. : SMPTN 1 Sukamara, Rahmat
Apridho P. : SDN Mendawai Il Sukamara, Alya Rahmah P. :
TKIT Raudatul Ulum
111 Ada di SMP N 3 Sukamara
12 Ada, di SDN Mendawai 2 Sukamara dan di SMPTN 1
Sukamara.
113 Ada, yang sulung di SMA, yang no 2 di SMP, dan yang
bungsu di SD.
Wawancara tertanggal: 3 April 2013
|14 Ada, di SMPN 1 Sukamara
I 15 Ada, SMPN 1
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| 16 Ada, SD, SMP, SMA bersekolah di sukamara
117 Ada, di SDN mendawai 4 Sukamara.

118 Ada, di SD Sukamara 4 kelas 6A

119 Ada.bersekolah di SMP Negeri 3 Sukamara

I 20 Ada di SMP Negeri 3 Sukamara

Tabel 4.1: Transkrip wawancara pertanyaan 1 untuk Komite Sekolah,

Orang tua, dan Tokoh Masyarakat

Transkrip wawancara

Responden/Informan: masyarakat, orang tua, dan tekeh rnasyarakat

Pertanyaan 2: Apakah yang Bapak ketahui teritarig,program wajib belajar 9 tahun?

Kode

Respoden

Tanggapan responderni

Wawancara tertanggal: 1 April.2013

101

Merupakan~ffogram pemerintah untuk mencerdaskan
putrd  Cputri  bangsa,melaksanakan  undang-undang.
Pendidikan ~ merupakan  tanggung  jawab  Kkita
bersama,pemerintah,orang tua dan masyarakat

I 02

Yaitu program pendidikan untuk Sekolah dasar 6 tahun
dan SMP 3 tahun.

I 03

Yaitu sekolah gratis SD dan SMP serta buku paket gratis
yang disiapkan oleh pihak sekolah

| 04

Program pemerintah yang mewajibkan semua anak
Indonesia sekolah minimal 9 tahun (tamat SMP)

I 05

Bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak
untuk mendapatkan pendidikan dasar sampai ke tingkat
SLTP.

| 06

Wajib belajar 9 tahun yang merupakan satu program yang
gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas). Program ini wewajibkan setiap warga negara
untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan
dasar yaitu tingkat kelas 1 SD / M1 hingga kelas 9 SMP /
M.Ts.. Dengan Program Wajib Belajar 9 tahun diharapkan
jumlah anak putus sekolah bisa dikurangi dan juga sebagai
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salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan
di Indonesia serta penuntasan wajib belajar yang tidak
hanya merupakan upaya agar anak masuk sekolah akan
tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang

berkualitas.
Wawancara tertanggal: 2 April 2013
I 07 Setiap anak Indonesia wajib mendapatkan pendidikan
dasar SD dan SMP.
| 08 Yang kami ketahui tentang wajib belajar 9 tahun adalah :

merupakan salah satu program yang gencar digalakkan
oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).
Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk
bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar
yaitu dari tingkat kelas 1 SD atau Madrasah, lbodidaiyah
hingga kelas 9 sekolah menengah pertama.atau madrasah
tsanawiyah. Ini artinya bahwa setiap, anak Andonesia yang
berumur 7 sampai 15 tahun di wajtlekah-antuk mengikuti
pendidikan dasar 9 tahun.

I 09 Program wajib belajar 9 tah@in/adalah anak usia 7-18 tahun
wajib mengikuti pendidikan sefama 9 tahun, yaitu 6 tahun
SD + 3 tahun SMP/MTs.

110 Program wajib belajar 9 tahun adalah pola dalam rangka

mencerdaskan ~kehidupan bangsa sehingga pendidikan
anak putus sekolah minimal tamat SMP/sederajat.
111 Pendidikan wajib’sampai SMP

112 Program yang digalakkan oleh pemerintah beberapa tahun
laluyang tujuannya untuk memberi kesempatan kepada
anak di bawah usia 12 tahun untuk diberi kesempatan
bersekolah hingga tamat SMP sehingga ada pemerataan
pendidikan baik bagi orang tuanya mampu ataupun tidak
mampu dari segi biaya.

113 Wajib belajar 9 tahun ialah program pemerintah dalam
pemberantasan buta aksara pada anak usia SD dan SMP
atau selama 9 tahun pembelajaran.

Wawancara tertanggal: 3 April 2013

114 Bagus, dulu 6 tahun sekarang 9 tahun.

115 Dari SD-SMP

116 Menuntaskan program wajib belajar

117 Program pemerintah untuk menuntaskan anak didik
bersekolah dari SD sampai SMP.

118 Yaitu program untuk menuntaskan siswa sampai jenjeng
sekolah SMP.
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119

Yaitu program mengurangi pengangguran di tingkat SMP

120

Yaitu anak-anak diwajibkan mengikuti pelajaran dari SD
sampai SLTP

Tabel 4.2: Transkrip wawancara pertanyaan 2 untuk Komite Sekolah,

Orang tua, dan Tokoh Masyarakat

Transkrip wawancara

Responden/Informan: masyarakat, orang tua, dan tokoh masyarakat

Pertanyaan 3: Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang implementasi wajib belajar

pendidikan dasar 9 tahun di Kecamatan Sukarnard?

Kode Tanggapan respondén
Respoden
Wawancara tertanggal: 1 April 2013

101 Sudah baik,lebihditingkatkan lagi mutu pelayanannya

I 02 Tidak ~€fektif"karena kurang berkesinambungan antara
gurw SB dan guru SMP nya.

I 03 Suddhbaik ,seharusnya program wajib belajar itu 12
talunjagar anak-anak yang tidak mampu dapat
meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.

I 04 Harus lebih ditingkatkan,karena masih banyak anak usia
sekolah yang putus sekolah/tidak sekolah.

I 05 Cukup baik karena masih ada masyarakat yang putus
sekolah (tidak tamat semkolah )

| 06 Penerapan wajib belajar perkembangannya sangat baik

dilihat dari meningkatnya jumlah siswa yang masuk
sekolah dibanding dengan sebelumnya masih banyak
siswa yang tidak sekolah.Dengan adanya program wajib
belajar 9 tahun dapat mengurangi siswa putus
sekolah.Yang jelas bagi orang tua yang lemah
ekonominya sangat terbantu dengan adanya program
wajib belajar 9 tahun terutama di Kabupaten Sukamara.
Walaupun ada beberapa kendala misalnya :

a. Kurangnya daya tampung di sekolah terutama jumlah
siswa yang tamat akan masuk sekolah tidak seimbang

dengan bangunan atau ruangan yang disediakan.
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b. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap

pendidikan
Wawancara tertanggal: 2 April 2013
I 07 Sudah cukup bagus
I 08 Implementasinya sudah cukup berjalan dengan baik,
karena masyarakat sudah sadar akan pentingnya
pendidikan.
I 09 Sudah baik, karena ada bantuan BOP sehingga siswa tidak

di pungut biaya, tetapi perlu ditingkatkan karena masih
ada siswa usia 7-18 tahun belum sekolah atau tidak lulus
SMP,

110 Implementasinya bahwa di sukamara sudah di‘laksanakan,
tinggal bagaimana Kkita memacu Orang tua untuk
menyekolahkan anaknya terutama=uniuk” anak-anak di
wilayah pedesaan/pedalaman.

111 Sudah bagus,tetapi masih ada.yang-putus sekolah

112 Perlu ditingkatkan terus Sehingga nantinya dapat
mencapai sasaran yang di inginkan secara bersama.

13 Cukup bagus dan _sudah sesuai dengan program

pemerintah tersebut:

Wawancara tertanggal: 3 Apri-2013
|14 Sangat’baik

115 Belum/bisa karena kalau diadakan 9 tahun saya rasa
semua siswa akan bosan karena lingkungan sekolah tidak
ada perubahan.

116 Adalah untuk mencerdaskan anak didik.

117 Belum terlaksana secara menyeluruh.

118 Belum seluruhnya terlaksana.

119 Sudah baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya
dan saat ini tenaga gurunya sudah cukup.

120 Sudah baik

Tabel 4.3: Transkrip wawancara pertanyaan 3 untuk Komite Sekolah,

Orang tua, dan Tokoh Masyarakat
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Transkrip wawancara
Responden/Informan: masyarakat, orang tua, dan tokoh masyarakat
Pertanyaan 4: Apakah Bapak sudah puas dengan pelaksanaan wajib belajar 9

tahun?

Kode Tanggapan responden

Respoden

Wawancara tertanggal: 1 April 2013

01 Cukup puas,karena dengan program wajib! belajar 9 tahun
sangat meringankan orang tua murid karena tidak ada lagi
pembayaran SPP, iuran komite sekolah/dan sumbangan
uang gedung.

I 02 Tidak puas
I 03 Belum puas.
I 04 Belum puas karena” sebagian besar anak yang putus

sekolah/tidak _sekotah” disebabkan oleh tidak adanya
biaya,karena masinanyak kebutuhan sekolah yang harus
ditanggung orang tua,yang seharusnya menjadi tanggung
jawab jsemerintah.

I 05 Cukuppudas karena usaha pemerintah daerah telah
meldksanakan wajib belajar 9 tahun
| 06 Sebenarnya cukup membantu dengan diadakannya wajib

belajar 9 tahun,akan tetapi kami sangat mengharapkan
Supaya dapat ditingkatkan menjadi program wajib belajar
12 tahun.Dengan demikian kualitas dan prestasi belajar
akan meningkat sesuai dengan impian dan cita-cita
masyarakat khususnya bangsa pada umumnya.
Wawancara tertanggal: 2 April 2013

I 07 Belum

| 08 Puas, karena pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

I 09 Cukup puas, tapi perlu di tingkatkan.

110 Belum, jika memungkinkan diadakan wajib belajar 12

tahun sehingga pendidikan anak putus sekolah di wilayah
kabupaten Sukamara minimal SMA/sederajat.
111 Cukup puas
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112 Belum, mengingat masih banyak anak dibawah usia 12
tahun yang tidak bersekolah dan yang putus sekolah
disebabkan karena tidak mampu orang tua membiayai
anaknya untuk bersekolah.

113 Ya, sementara ini saya cukup puas.

Wawancara tertanggal: 3 April 2013

114 Puas

115 Belum puas.

116 Saya cukup puas.

117 Belum.

118 Belum.

119 Belum puas,karena melihat ssitwasi-dan kondisi sekolah

masih belum memenuhi syardt jika dibandingkan dengan
sekolah di kota lain.

120 Puas,tapi ditambah Aagi dengan pendidikan SLTA jadi
wajib belajar 12 tahun,

Tabel 4.4: Transkrip wawaricara pertanyaan 4 untuk Komite Sekolah,

Orang.tua, dan Tokoh Masyarakat

Responden/Inforian; masyarakat, orang tua, dan tokoh masyarakat

Pertanyaan S ‘Apa kritik dan saran sebagai masukan untuk Pemerintah Kabupaten

Sukamara?
Kode Tanggapan responden
Respoden
Wawancara tertanggal: 1 April 2013
101 Lebih ditingkatkan lagi disiplin ilmu para pendidik (guru)
I 02 Kalau memungkinkan wajib belajar 9 tahun dijadikan satu
atap yaitu satu manajemen dan satu kepala sekolahnya.
I 03 Masukan untuk pemerintah Kabupaten Sukamara yaitu :

a. Wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun
b. Kurikulum pengajaran harus diubah disesuaikan
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dengan tuntutan kebutuhan ilmu pengetahuan saat ini dan
kebutuhan kerja.

c. Kualitas pengajar/pendidik harus ditingkatkan agar
kompetensi dan kualifikasi guru sesuai dengan kebutuhan
profesionalitas pendidikan

d. Pemerintah hendaknya memfasilitasi/menyiapkan
ruang praktik/laboratorium (IPA, matematik, bahasa) di
SD agar terjadi keseimbangan antara eori dan praktiknya.
| 04 Kalau sudah diwajibkan belajar 9 tahun,maka seharusnya
semua kebutuhan sekolah bagi siswa harus ditanggung
sepenuhnya oleh pemerintah.

I 05 Diharapkan Pemerintah Kabupaten Sukamara mendata

secara akurat (lebih pro aktif) terhadap masyarakat yang

belum menikmati & memperoleh pendidikan~dasar 9

tahun.

| 06 Kritik dan saran

» Program wajib belajar 9 tahtei dilaksanakan dengan
sepenuh hati dan penuh,tanggung jawab.

e Program wajib belajar,”9 tahun hendaknya
dilaksanakan secara‘berkeianjutan

» Program wajib.belajar9 tahun ditingkatkan menjadi
program wajibelajar 12 tahun

e Program wajo-pelajar 9 tahun hendaknya dikelola
dengan” baik jangan sampai ada penyelewengan
danas

Wawancara tertanggal: 2April.2013

I 07 Kritik *

- \Perld sosialisasi yang lebih untuk meningkatkan
partistpasi pelaksanaan-pelaksanaan wajib belajar.

Saran :

- Berikan beasiswa yang mencukupi untuk siswa
berprestasi sebagai motivasi belajarnya, kalau perlu
ditanggung penuh biaya pendidikannya sampai perguruan
tinggi
| 08 Kritik dan saran untuk pemerintah kabupaten sukamara :

- Lebih meningkatkan mutu pendidikan, misalnya dengan
penyebaran/pemerataan guru di daerah-daerah terpencil,
pengadaan buku-buku paket untuk pembelajaran atau
buku-buku bacaan yang menambah  wawasan
pengetahuan anak.
- Untuk lebi cepat dalam pelaksanaan wajar 9 tahun
dibutuhkan beberapa pendekatan sebagai strategi
pelaksanaan antara lain :

pendekatan sosial, pendekatan agama, pendekatan
budaya, pendekatan birokrasi dan pendekatan hukum yang
masing-masing berfungsi berperan untuk menumbuhkan
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kesadaran belajar di masyarakat guna mensukseskan
program wajib belajar 9 tahun.

1 09 - Perlu perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana
sekolah.

- Pendidikan akhlak dan kepribadian perlu ditingkatkan
karena makin banyaknya anak sekolah terlibat narkoba
dan pergaulan bebas.

110 Kritik : bahwa masih banyak anak-anak diwilayah kab.
Sukamara yang putus sekolah/yang tidak bersekolah dan
yang belum dapat membaca. Sehingga perlu di data ulang
dan di buat program sehingga mereka dapat juga
menikmati pendidikan.

Sebagai masukan :

- Perlunya membangun sarana dan prasarana; pendidikan
yang memadai.

- Adanya perpustakaan keliling yangsmencakup seluruh
desa Kab. Sukamara

- Memberikan bonus bagi setiap, afhak-yang berprestasi

- Agar 20% anggaran pendidiKar dari APBD benar-benar
di buat program yang tepat Sgsaran yang mengarah pada
peningkatan pendidikan.

- Buat MOU mengenai” komitmen pemerintah dalam
memajukan pendigikan.

111 Tingkatkan miutu, pedidikan di Kecamatan Sukamara

112 Terus tingkatkan program pemerintah pusat wajib belajar
9 tahun dengan cara memberi bantuan secara intensif
berupa alat-alat sekolah dan keperluan lainnya sehingga
bagi orang tua/wali yang tidak mampu terutama yang ada
di desa-desa.

13 Kritik dan saran saya, supaya pemerintah dalam hal ini
dinas terkait agar melakukan kerjasama dan lebih
meningkatkan pendataan terhadap anak-anak yang putus
sekolah atau yang tidak bersekolah dalam usia wajar 9
tahun tersebut, mulai dari tingkat RT, kelurahan/dusun,
kecamatan sampai tingkat kabupaten, agar pendataan
tersebut labih akurat, jadi dinas dikpora tidak hanya
melibatkan pihak sekolah saja.

Wawancara tertanggal: 3 April 2013

114 Puas

115 Kritik : dana BOS sebagian tidak dapat.
Saran : semua buku paket harus dibagikan untuk semua
siswa.

116 Program yang ada sudah cukup baik/bagus dan perlu

ditingkatkan.
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117 Jarang diadakan sosialisasi sehingga masyarakat kurang
mengerti dengan program wajib belajar 9 tahun.

118 Belum ada sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih
ada orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya.

119 Saran saya sebagai orang tua yaitu agar sarana dan
prasarana sekolah harus segera dipenuhi agar siswa dapat
belajar lebih baik.

20 Lebih ditingkatkan lagi program —program pendidikan di

Kabupaten Sukamara ini.Tolong perhatikan sekolah yang
kurang sarana dan prasaranannya.

Tabel 4.5: Transkrip wawancara pertanyaan 5 untuk Komite Sekolah,

Orang tua, dan Tokoh Masyarakat

Transkrip wawancara

Responden/Informan: kepala sekolah/guru

Pertanyaan 1: Apa yang Bapak/lIbu ketahui tentang pelaksanaan Program Wajib

Belajar 9 Tahun di Kecamatan Sukamara?

Kode

Respoden

Tangoapan responden

Wawancara terta

nggal. 4 April 2013

Al

WUpaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan dalam
rangka meningkatkan kualitas manusia dan taraf hidup
masyarakat deengan mewajibkan semua warga khususnya
Sukamara yang berusia 7 s.d. 12 tahun menamatkan
pendidikan dasar yaitu 6 tahun di SD dan 3 tahun di
SLTP.

A2

Anak-anak yang berusia 7 s.d. 12 tahun wajib
menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun,yang ditempuh 6
tahun di SD dan 3 tahun di SLTP.Yang di Kecamatan
Sukamara sudah dilaksanakan pendidikan gratis dari SD
s.d.SLTA

A3

Program wajib belajar adalah : program yang dilakukan
dan digalakkan oleh Depdiknas yaitu setiap warga negara
Indonesia diwajibkan sekolah selama 9 tahun pada
jenjang pendidikan dasar yaitu tingkat SD/MI hingga

SMP/MTS baik secara formal maupun/nonformal.
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A4 Wajib belajar 9 tahun yang merupakan salah satu yang
gencar digalakkan oleh Depdiknas. Program ini
mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama
9 tahun pada jenjang pendidikan dasar atau MTS. Dengan
program wajib belajar 9 tahun, diharapkan jumlah anak
putus sekolah bisa di kurangi dan juga sebagai salah satu
strategi untukmeningkatkan mutu pendidikan di indonesia
serta penuntasan wajib

belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak
masuk sekolah.

Akan tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang
berkualitas.

A5 Program wajib 9 tahun di kecamatan sukamara sudah
dilaksanakan dan sampai saat ini untuk anaktyang hanya
lulusan SD semakin berkurang, rata-rata ‘melanjutkan ke
SMP/SLTP.

A6 Program wajib belajar paendidikan/dasar dilakukan baik
maelalui jalur sekolah maupurijaiur tuar sekolah meliputi
6 tahun di sd dan 3 tahun di$SKTP.

A7 Program wajib belajar §\tahufr di Kecamatan Sukamara
berlangsung dari tahun 2007. Pendanaan wajib belajar 9
tahun di dapat dari ‘Gantuan sukamara (BOP), bertujuan
untuk meningkatkan kualitas SDM di Sukamara.

A8 Program wajib belajar 9 tahun adalah program pendidikan
yang mewailbkan serta memberi kesempatan kepada
masyarakat.yang memiliki anak dari usia 7 s.d. 12 tahun
untuk “engenyam pendidikan baik di bangku formal
maupun-nonformal.Selain itu program wajib belajar 9
tahun” merupakan program pemerintah pusat dimana
maksud  program tersebut untuk mencerdaskan bangsa
yang sesuai dengan UUD 1945.

A9 Program wajib belajar 9 tahun adalah kewajiban anak
menyelesaikan pendidikan minimal tingkat dasar yaitu
SMP. Program wajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara
sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat kita
lihat dari makin meningkatnya minat anak untuk
bersekolah dan menyelesaikan pendidikan minimal
pendidikan dasar. Program wajar 9 tahun sangat didukung
oleh pemerintah daerah dengan program  sekolah gratis
yaitu dengan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan),
sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua
murid.

Al10 Yaitu program penuntasan dan pembimbingan wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk anak-anak usia
pendidikan dasar khusus di seluruh wilayah Kecamatan
Sukamara.
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Tabel 5.1: Transkrip wawancara pertanyaan 1 untuk Kepala Sekolah/Guru
Transkrip wawancara
Responden/Informan: kepala sekolah/guru

Pertanyaan 2: Apakah ada kendala/hambatan kaitannya dengan Standar Nasional

Pendidikan?

Kode Tanggapan responden

Respoden

Wawancara tertanggal: 4 April 2013

Al Kendala secara umum tidak ada, tetapi bilakita melihat 8
standar itu tentu ada yang belum terpenuhi standar sarana
dan prasarana.Labortorium,mdshola’ dan ruang lain-
lainnya belum ada. Keinginan™ masyarakat untuk
menyekolahkan anaknyd meningkat seiring dengan
pertambahan penduduk khususnya usia sekolah 7 tahun
bertambah, sehingga.erlu” penambahan ruangan karena
jumlah murid yangyever kapasitas. Ditambah lagi tahun
ajaran depan pénerimaan siswa baru.
A2 Tidak ada

A3 Pelaksandan pendidikan dan pengajaran yang kurang
afektif dan efesien. Bahkan banyak lembaga pendidikan
melaksanakan proses pembelajaran hanya sebagai
formalitas (yang penting meluluskan peserta didik).

Ad Kendala dan hambatan kaitannya dengan SNP

- Kurangnya daya tampung sekolah, terutama jumlah
siswa yang tamat akan masuk sekolah tidak sesuai dengan
bangunan atau ruang yang disediakan.

- Rendahnya persitipasi masyarakat terhadap pendidikan.
A5 Ada, karena untuk standart nasional pendidikan tolak
ukurnya untuk sekolah-sekolah yang sudah maju, yang di
tunjang sarana dan prasarana yang lengkap. Tetapi untuk
anak-anak yang ada di desa terpencil tidak bisa disamakan,
karena masih jauh dari keadaan yang ada.

A6 Kurangnya Kkessadaran orang tua sebagian besar
memperhatikan anak-anaknya hanya berharap di sekolah
saja. Sehingga bekerja sama antara sekolah dan orang tua
tidak sejalan untuk mencapai standar nilai yang
diinginkan.
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A7 Kendalanya :

a. Belum meratanya tenaga pendidik sampai pelosok desa
b. Sarana dan prasarana yang belum lengkap terutama
untuk sekolah-sekolah yang letaknya jauh dari kabupaten
kota

c. Motivasi anak untuk belajar sangat rendah karena anak
merasa dimanjakan dengan sekolah yang gratis.

A8 Ada kendala serta hambatan dengan Standar Nasional
Pendidikan siantaranya :

a. Sistem penilaian berdasarka SNP sangat merugikan
para pelaku pendidik di lapangan,karena penilaian sudah
dipatok berdasarkan penilaian SNP tanpa memandang
karakter dan tingkah laku anak sehariannya ditsekolah.

b. Penentuan kelulusan peserta didik Juga sangat
berpengaruh bagi baik tidaknya mutu sekolah.

A9 Kendalanya yaitu :

- Kurangnya guru mendapat. kesempatan mengikuti
pelatihan peningkatan mutu gutu

- Kurangnya guru-guru  gada,mata pelajaran tertentu
seperti: kesenian, TIK, danAgama non Islam.

- Menumpuknya guru=guru riata pelajaran tertentu

- Kurangnya TasHitas pendidikan seperti
perpustakaan,laboratorium IPA dan laboratorium Bahasa.
- Belum terpenuhinya standar pembiayaan minimal.

Al10 Hal ini /merupakan sebuah program penyetaraan
pendidikan _untuk meningkatkan mutu pendidikan di
Indonesia diharapkan kelancaran tiap programnya.

Tabel 5.2: Transkrig wawancara pertanyaan 2 untuk Kepala Sekolah/Guru

Transkripwawancara

Responden/Informan: kepala sekolah/guru

Pertanyaan 3: Bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah, mungkin ada
strategi yang sudah dilaksanakan selama Bapak memimpin di

sekolah ini ?
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Kode Tanggapan responden

Respoden

Wawancara tertanggal: 4 April 2013

Al Kalau tahun yang lalu dengan adanya seleksi siswa, tetapi
tahun 2013 orang tua memaksa anaknya harus diterima.
Sehubungan dengan ruang kosong ada dengan ukuran 5 x
7 yang sebenarnya merupakan ruang kantor, akhirnya
orang tua bergotong-royong untuk membantu meja dan
kursi serta fasilitas yang lainnya.
A2 Khusus kepala sekolah

A3 Penyelesaian masalah tersebut bisa dilakukan dengan

beberapa strategi di antaranya :

- Meningkatkan secara fisik

- Meningkatkan kualitas guru

- Meningkatkan kesejahteraan guiu

- Meningkatkan prestasi siswa’dalam segala bidang sesuai
kemampuannya.

- Mendukung dan smeningkatkan program pemerintah

pusat dan daerah tentang *sekolah gratis’.

A4 Strategi yang dapat-dijaksanakan :

- Bagaimand sekolah melaksanakan standar pendidikan

- Harus bisa, memilih indikator yang relevan dan adaptif

denganperkembangan iptek.

- Menijamin bahwa strategi yang dilaksanakan akuntabel.

A5 Belum~puas, kalau bisa wajib belajar 12 tahun seperti
yang sudah direncanakan.

A6 Tidak ada jawaban

AT Cara menyelesaikan masalah :

a. Memperketat penerimaan siswa baru,sehingga siswa
yang masuk di sekolah ini adalah siswa yang benar-benar
ingin sekolah agar kualitas lulusan yang didapat baik

b. Memberikan sanksi yang tegas bagi siswa yang
melanggar peraturan

c. Selalu menjalin kerja sama yang baik dengan orang tua
siswa agar wajib belajar 9 tahun tepat sasaran

A8 Cara penyelesaian permasalah tersebut adalah :Penentuan
kelulusan peserta didik dikembalikan ke sekolah masing-
masing dan para pelaku pendidik diberi wewenang untuk
menilai anak didiknya tidak hanya berdasarkan angka-
angka namun karakter dan tingkah laku anak didik di
lapangan juga menentukan kelulusan anak didik.
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A9 Cara mengatasi kendala selama ini yaitu :

- Untuk guru kesenian dan TIK menggunakan guru-guru
yang ada di sekolah yang memiliki kompetensi pada mata
pelajaran tersebut.

- Untuk guru mata pelajaran agama Hindu,Katholik,dan
Kristen dengan meminta bantuan sekolah lain yang
memiliki guru mata pelajaran tersebut.

Al0 Strategi yang mungkin cukup bermanfaat adalah dengan
cara pendekatan secara langsung,sehingga terjadi
komunikasi yang baik dan sarana prasarana pembelajaran
yang lengkap/layak.

Tabel 5.3: Transkrip wawancara pertanyaan 3 untuk Kepala Sekolah/Guru

Transkrip wawancara
Responden/Informan: kepala sekolah/guru

Pertanyaan 4: Apakah Bapak sudah puas déngarpelaksanaan program wajib

belajar 9 tahun ?

Kode Tanggapan responden

Respoden

Wawancara tertanggal:/4 April 2013

Al Belum karena masih ada anak-anak yang masih belum
bisa'menuntaskan pendidikan dasar.

A2 Sudah

A3 Program wajib belajar 9 tahun sudah terealisasi dan

berjalan dengan baik walau sebagian masyarakat masih
belum memahami masalah standar pendidikan yang
ditargetkan walau masyarakat sangat setuju dengan
pelaksanaan wajar 9 tahun.

A4 Sebenarnya cukup membantu dengan diadakannya wajib
belajar 9 tahun akan tetapi kami sangat mengharapkan
supaya dapat di tingkatkan menjadi program wajib belajar
12 tahun dengan demikian Kkualitas belajar akan
meningkat sesuai dengan impian dan cita-cita masyarakat
Khususnya dan bangsa pada umumnya.

A5 Wajib belajar 9 tahun harus diwajibkan benar-benar bagi
siswa lulusan SD. Dan tidak adanya beban atau kendala
kesulitan untuk masuk ke SMP (gratis). Dan
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diinformasikan (sosialisasi) ke masyarakat agar mengerti.
Karena masyarakat masih banyak yang belum paham
dengan Wajar 9 tahun.

Ab Tidak karena :

a. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadahi
seperti laboratorium  IPA,buku-buku macam-macam
penerbit.

b. Kurangnya kesadaran orang tua dalam bekerja sama
mendidik anak-anak

A7 Belum . Progran wajib belajar 9 tahun harus terus
dievaluasi agar tepat sasaran
A8 Untuk pelaksanaan wajib belajar 9 tahun khususnya di

Kecamatan Sukamara sudah cukup baik{namun ada
beberapa hal yang harus dieperhatikan| adalah tindak
lanjut dan bekerja sama pemerintah kabupaten sukamara
dengan masyarakat untuk lebih gencar
mensosialisasikan betapa pentingiya ~pendidikan bagi
anak-anak mereka,sehingga dapatertbah pola pikir serta
pandangan ke arah yang lebih/baik:

A9 Belum puas dengan program wajar 9 tahun karena :

- Masih tingginya angka putus sekolah / drop out (DO).

- Kurangnya perhatian/erang tua/wali murid membantu
sekolah dalam meningkatkan prestasi anaknya.

Al0 Mungkin unfukscara pandang saya pribadi memandang
program waian 9 tahun masih kurang begitu mencukupi,
alangkahy .béaiknya jika kita mampu memberikan
pendidikan~ kepada generasi muda Kkita yang masih
beri€inginan untuk melanjutkan pendidikan minimal 12
tahun”sampai mampu mandiri dan meneruskan hidup
secara layak.

Tabel 5.4:5Txanskrip wawancara pertanyaan 4 untuk Kepala Sekolah/Guru

Transkrip wawancara
Responden/Informan: kepala sekolah/guru
Pertanyaan 5: Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Implementasi Kebijakan

Waijib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Sukamara agar berhasil?
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Kode Tanggapan responden/Informan

Respoden

Wawancara tertanggal: 4 April 2013

Al Tentu,dalam hal pendataan secara lebih akurat terhadap
masyarakat yang belum mendapatkan atau memperoleh
pendidikan dasar 9 tahun.

A2 Harus ada dukungan dari keluarga, masyarakat, dan
pemerintah
A3 Implementasi  kebijakan wajib belajar 9 tahun di

Kecamatan Sukamara sangat buruk, didukung dengan
program pemerintah daerah ‘sekolah gr@tis’ sampai
tingkat SLTA.

Pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi baik di
bidang akademik maupun nonakademik. Tinggal
kesadaran sebagian masyarakat.-saja yang kurang untuk
menyekolahkan anak-anak mereka:

Ad Penerapan wajib belajar perKenibangannya sangat baik
dilihat dari meningkatriya jdrmlah siswa yang masuk
sekolah, dengan adanya program wajib belajar 9 tahun
dapat mengurangi._siswa yang putus sekolah. Yang jelas
bagi orang yang\/€émiah ekonomisnya sangat merasa
terbantu. Dengan,adanya wajib belajar 9 tahun terutama di
Kab. Skmara.

A5 Pendapaty kanii"agar implementasi program wajar 9 tahun
berbasiiyaitu :

a\ ‘Pepingkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang
wajar9 tahun

b, Memberikan pelatihan/kursus/pembinaan bagi guru
dan siswa berprestasi

c. Memberikan kesempatan bagi sekolah untuk
mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi
siswa (mencakup keterampilan siswa) sehingga kualitas
SDM bisa lebih baik lagi.

d. Memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk
mengelola dana pendidikan dan secara bertahap dana
tersebut ditingkatkan karena masing-masing sekolah
memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

A6 Tentunya perlu perhatian khusus ke sekolah untuk sarana
dan prasarana untuk menunjang pembelajaran yang
lengkap disesuaikan dengan tuntutan zaman

A7 Agar implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di
Kecamatan Sukamara berhasil antara lain:

a. Menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua siswa
agar anak mempunyai motivasi untuk belajar dengan baik.
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b. Mengadakan diklat untuk tenaga pendidik agar ilmu
yang didapat bertambah baik sehingga kompetensi para
pendidik terus bertambah.

c. Dinas yang terkait harus terus memantau dan
mengevaluasi  setiap  sekolah dan  memberikan
sanksi/teguran yang tegas bagi guru yang tidak disiplin
dalam mengajar.

A8 Kebijakan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Sukamara
dapat berhasil :

a. Adanya kerja sama dinas yang menaungi masalah
pendidikan dengan masyarakat khususnya melalui aparat
desa RT, RW, Camat, Lurah untuk menghimbau
masyarakatnya untuk menyekolahkan anaknya:

b. Kerja sama Dinas Dikpora dengan DERD: Kabupaten
Sukamara khususnya yang membidangispendidikan untuk
melakukan pendekatan kepada masyarakat serta tidak
putus-putusnya mensosialisasikang betapa pentingnya
pendidikan bagi anak-anak mereka:

c. Terapkan sanksi yang, diaturoleh pihak pemerintah
daerah bila terdapat anak=anak’yang tidak sekolah formal
maupun nonformal.

A9 Pendapat tentang impliementasi kebijakan wajar 9 tahun
agar berhasil, yaitu,;

- Sekolali ddpat mengembangkan potensi
siswa,sekoiah,dan’pemerintah daerah

- Memberikan kesempatan kepada semua guru untuk
mengembangkan kompetensinya

-« ‘Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara
terencana untuk mengetahui kendala dan hal-hal lain yang
dianggap perlu.

Al0 Diharapkan peran serta orang tua untuk membantu
motivasi anak untuk tetap semangat untuk terus menuntut
ilmu.

Tabel 5.5: Transkrip wawancara pertanyaan 5 untuk Kepala Sekolah/Guru

Transkrip wawancara

Responden/Informan: pejabat Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sukamara
Pertanyaan :

1. Bagaimana pandangan Bapak tentang pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9

tahun di Kecamatan Sukamara (tentang pendekatan, strategi, dsb.)?
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2. Apakah Bapak/Ibu sudah puas dengan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9
tahun selama ini?
3. Mohon saran/masukan untuk kesuksesan wajib belajar 9 tahun di Kabupaten

Sukamara.

Kode Tanggapan responden/Informan

Respoden

Wawancara tertanggal: 5 April 2013
B 1. Harus dilanjutkan kalau ingin Kabupateri Sukamara

ingin maju.
Pendekatannya dengan sosialisasi ‘kepada masyarakat
bahwa pendidikan itu bisa mermbawa perubahan yang
lebih baik.
2. Belum, kami perlu mengadakan perbaikan yang masih
kurang untuk kemajuan yang akan datang.
3. Saran:

- Sosialisasi kepadamasyarakat perlunya wajid belajar 9
tahun.

- Perlu diadakan” pelatihan kepada guru, pengawas
beserta kortiponen” yang bersangkutan.
Tabel 6: Transkrip wawancara pertanyaan untuk Pejabat Kantor UPTD

Pendidikan Kecamatan Sukamara

Transkripwvawancara
Responden/Informan: Anggota DPRD Kabupaten Sukamara
Pertanyaan 1: Apakah ada jaminan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten

Sukamara berlanjut terus?

Kode Tanggapan responden/Informan

Respoden

Wawancara tertanggal: 6 April 2013
C1 Ya, tentu ada jaminan untuk kelangsungan program
pendidikan gratis untuk menuntaskan program wajib
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belajar 9 tahun yang merupakan program nasional yang
harus dilanjutkan dan bahkan akan ditingkatkan menjadi
program wajib belajar 12 tahun.

C2 Tentunya harus berlanjut terus karena program ini
sangatlah positif bagi kemajuan suatu daerah ke depan
khususnya Kabupaten Sukamara dan bagi bangsa ini
secara umum.Dan kita harapkan agar program wajib
belajar 9 tahun akan sangat membantu kepada anak-anak
yang kurang mampu,inilah yang kita inginkan

C3 Ya, karena program wajib belajar 9 tahun merupakan
salah satu program nasional yang terus dilaksanakan dan
bahkan akan di tingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun.

C4 Ya, untuk peningkatan Program Pemerintah._Propinsi
Kalteng Harati.
C5 Ada, apalagi program wajib belajar 9 tahun.ini° merupakan

program nasional maka sudah pmenjadi” kewajiban di
daerah ikut menyukseskan programdtu.
Tabel 7.1: Transkrip wawancara pertanyaari-t-untuk Anggota DPRD

Kabupaten‘Sukamara

Transkrip wawancara
Responden/Informan: Anggota/DPRD Kabupaten Sukamara
Pertanyaan 2: Apakah@apak sudah puas dengan pelaksanaan kebijakan Wajib

Belajar 9 Tahun selama ini?

Kode Tanggapan responden/Informan

Respoden

Wawancara tertanggal: 6 April 2013

C1 Belum, karena masih ada terdapat anak-anak yang putus
sekolah terutama di daerah desa terpencil yang ada di
Kabupaten Sukamara.Hal ini karena disebabkan
kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya
pendidikan anak-anaknya dan jauhnay jarak tempat
tinggal siswa dengan lokasi sekolahnya.
C2 Pelaksanaan kebijakan itu tentunya sangat memuaskan
apabila berjalan sesuai dengan program yang ada,apabila
hanya programnya saja sedangkan pelaksanaannya nihil
pastinya ini sangat sia-sia.
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C3 Belum, karena masih ada anak-anak yang patut sekolah
khususnya pada desa-desa terpencil yang ada di kabupaten
sukamara ini, salah satu penyebabnya adalah karena
kurangnya pengertian orang tua terhadap pentingnya
pendidikan dan jauhnya jarak tempat sekolah yang
ditempuh khususnya untuk sekolah lanjutan tingkat

pertama (SLTP).

C4 Untuk kabupaten sukamara belum karena masih banyak
infrastruktur dan fasilitas pendidikan belum terpenuhi atau
belum ada.

C5 Belum puas karena masih banyak anak diusia wajib
belajar mereka justru tidak sekolah khususnya daerah
terpencil.

Tabel 7.2: Transkrip wawancara pertanyaan 2 untuk ‘Anggota DPRD

Kabupaten Sukamara

Transkrip wawancara
Responden/Informan: Anggota DPRD ‘Kabupaten Sukamara
Pertanyaan 3: Apa masukan/paridangan Bapak tentang kesuksesan program wajib

belajar 9 tahun Kabupaten Sukamara?

Kode Tanggapan responden/Informan

Respoden

Wawancara tértanggal: 6 April 2013

C1 Ya, tentu ada jaminan untuk kelangsungan program
pendidikan gratis untuk menuntaskan program wajib
belajar 9 tahun yang merupakan program nasional yang
harus dilanjutkan dan bahkan akan ditingkatkan menjadi
program wajib belajar 12 tahun.
C2 Tentunya harus berlanjut terus karena program ini
sangatlah positif bagi kemajuan suatu daerah ke depan
khususnya Kabupaten Sukamara dan bagi bangsa ini
secara umum.Dan kita harapkan agar program wajib
belajar 9 tahun akan sangat membantu kepada anak-anak
yang kurang mampu,inilah yang kita inginkan.
C3 Ya, karena program wajib belajar 9 tahun merupakan
salah satu program nasional yang terus dilaksanakan dan
bahkan akan di tingkatkan menjadi wajib belajar 12 tahun.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

165

C4 Ya, untuk peningkatan Program Pemerintah Propinsi
Kalteng Harati.
C5 Ada, apalagi program wajib belajar 9 tahun ini merupakan

program nasional maka sudah menjadi kewajiban di
daerah ikut menyukseskan program itu.
Tabel 7.3: Transkrip wawancara pertanyaan 3 untuk Anggota DPRD

Kabupaten Sukamara
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Lampiran 3: Lembar Hasil Observasi
Observasi 01
DI SMP N 3 SUKAMARA
Tanggal 7 April 2013
1. Program pendidikan sekolah gratis di SMP N 3 Sukamara telah dilaksanakan
dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis peraturan bupati sukamara no. 23
tahun 2011. Dan seluruh siswa/orangtua tidak pernah dipupgut biaya sekolah
ataupun biaya lainnya.
2. Untuk penggunaan dana BOP juga berpedoman pagda juknis.
Untuk belanja pegawai digunakan untuk mefmbayar pegawai honor serta honor
guru dan staf serta bantuan transportasi,
Belanja modal dan belanja operasionai-dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan
sekolah serta alat tulis kantor;bahan-habis pakai.
Belanja investasi digunakan untuk pemeliharaan ringan pembelian peralatan
sekolah/pendidikan unttik keperluan memperlancar proses belajar mengajar.
3. Proses penyaiuran dana BOP
Prosespenyaluran dana BOP dilakukan dengan cara transfer ke rekening
sekolah sehingga terhindar dari praktik yang tidak diinginkan setelah sekolah dan
pihak Dinas Dikpora melakukan MOU vyang dilakukan setiap triwulan..
Penyaluran dana BOP yang seharusnya disalurkan setiap triwulan ternyata tidak
dapat disalurkan tepat waktu.Seharusnya triwulan pertama disalurkan di awal

bulan yaitu januari tetapi dana BOP baru ditransfer pada bulan April bahkan
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pernah triwulan | dan Il dibayarkan pada bulan Juni.Hal ini bisa terjadi karena
proses pengesahan anggaran yang terlambat.

4. Persyaratan penyaluran dana BOP.
Dana BOP ditransfer ke rekening sekolah setelah sekolah melakukan
MOU dan menyerahkan SPJ tri wulan sebelumnya.Hal ini dilakukan agar
sekolah tepat waktu dalam memberikan laporan pertanggung jawaban
keuangan dana BOP tersebut.

5. Besarnya dana BOP
Besarnya dana BOP setiap sekolah tidak Sarna.hal ini didasarkan pada
acuan yang belum standar karena didas dikpora meminta pihak sekolah
mengajukan RAPBS setiap awal.tahuri.dan dinas melaklukan evaluasi dan
penilaian terhadap RAPBS yang diajukan oleh sekolah.Setelah diteliti dan
dinilai layak maka dinas,akan menetapkan besarnya bantuan operasional
sekolah untuk,tiag ~sekolah. Dengan cara seperti ini akibatnya sekolah
masih mengalami kekurangan dana karena anggaran yang teklah diajukan
lewat RAPBS tidak dapat sepenuhnya disetujui.

6. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOP
Ternyata ada beberapa kendala yang dihadapi sekolah dalam membuat
laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOP.Contoh laporan tri
wulan 3 dan 4 yang dananya keluar di triwulan ke 4 sekolah membuat SPJ
di triwulan 3 dan 4 disatukan menjadi satu semester ditolak oleh dinas
karena tidak sesuai dengan juknis. Maka sekolah harus membuat per

triwulan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

168

Data yang diperoleh :
a. Copi RAPBS
b. Copi APBS
c. Copi SPJ
d. Foto-foto kegiatan sekolah,keadaan situasi sekolah,

e. Foto ruang pendidikan dan Ruang Pendidikan Lainnya

=—h

Copi rekening sekolah

HASIL OBSERVASI
Observasi 02

DI SMP N 1 SUKAMARA
Tanggal 7 April 2013

1. Berdasarkan observasi yang kami lakukan di SMP N 1 Sukamara dapat
kami peroleh data”iahiwa pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan
telah sesuai_dengan peraturan Bupati sukamara no.23 Tahun 2011 tentang
Pedomar pelaksanaan Pemberiamn Bantuan Operasional Pendidikan
Formal,Nonformal,dan Informal di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Sukamara.

2. Sekolah juga tidak melakukan pungutan/iuran kepada orang tua wali
siswa.Jadi di SMP N 1 Sukamara telah melaksanakan sekolah gratis
kepada seluruh siswanya tanpa kecuali.

3. Proses pengusulan/mekanisme pemberian bantuan operasional pendidikan

juga telah sesuai dengan peraturan bupati,yaitu sekolah membuat proposal
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permohonan bantuan yang ditujukan kepada bupati u.p.Kepala Dinas
Dikpora kabupaten Sukamara dengan dilampiri dengan :
a. Foto copi akrediatsi sekolah
b. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan yang diperlukan
c. RAPBSP
d. Jadwal kegiatan
e. Profil sekolah
f. Daftar peserta didik per kelas satu tahun terakhir
g. Data guru/pegawai
h. Data sarana dan prasarana
4. Penggunaan dana bantuan operasional’pendidikan di SMP N 1 Sukamara
juga telah dipergunakan sesuai peraturan bupati yaitu sesuai pasal 18
(perbup terlampir)
5. Dalam penyusunair~RAPBSP sekolah (SMP N 1 Sukamara ) juga
ditetapkan.dengan SK Kepala sekolah
6. Penyallran”Dana Bantuan Operasional Pendidikan daerah telah sesuai
dengan perbup yaitu dengan mekanisme transfer dari kas daerah ke
rekening satuan pendidikan,dan disalurkan setiap triwulan tahun berjalan.
7. Ada permasalahan dalam penyaluran dana tersebut yaitu tidak tepat
waktu.Seperti conto triwulan | seharusnya disalurkan pada bulan Januari
tetapi baru dilasurkan/ditransfer ke rekening pada bulan April bahkan
pernah pada bulan Juni.Hal ini disebabkan proses pengesahan DPA

Kabupaten yang selalu terlambat.
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8. Pada tahun 2012 juga terjadi kekurangan dana pada triwulan 1l dan IV
sehingga sekolah tidak mendapatkan dana seperti pada triwulan | dan Il
hal ini terjadi karena kesalahan Dinas dalam menganggarkan dana BOP.

9. Di sekolah juga tidak ditemukan SK Kuasa penggunaka Anggaran dari
Dinas Pendidikan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan pasal 33
Peraturan Bupati No.23 tahun 2011.

10. Evaluasi dan pengawasan juga tidak pernah dilakukan, oleh pengawas
sekolah berdasarkan koordidnasi dari kepala dinassYang terjadi selama ini
pemeriksaan langsung dilakukan oleh inspektgrat Kabupaten dan Provinsi
bahkan oleh BPK provinsi kalimantandengah:

11. Belanja aset juga belum terinventarisir.dengan baik oleh sekolah.Sehingga
saat diminta laporan aset, selalu terjadi kebingungan.Hal ini juga
disebabkan oleh kuarangnya sosialisasi masalah penginventarisasian
tentang aset.

Data yang diperoleh’

a. Copi RAPBS

b. CopiProposal dan lampirannya

c. Copi APBS

d. Copi SPJ

e. Copi SK Tim Penyusun RAPBS

f. Copi Inventaris barang / aset

g. Foto-foto kegiatan sekolah,keadaan situasi sekolah,

h. Foto ruang pendidikan dan Ruang Pendidikan Lainnya
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i.  Copi rekening sekolah

Observasi 03
Tanggal 8 April 2013
Hasil Observasi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten
Sukamara
1. Kegiatan yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga
Kabupaten Sukamara untuk memperlancar pelaksanaan perbup no 23
tahun 2011 sudah  dilakukan  defigan) ~ baik  mulai  dari
perencanaan,sosialisasi,pembinaan dah_pemantauan serta monitoring dan
evaluasi.
Dari hasil observasi yang karmirlakukan dapat kami temukan beberapa hal
yaitu :

a. Laporan pertariggungjawaban dari sekolah ternyata masih ada yang
belum.tepat waktu.

b. MaSiitada sekolah yang belum bisa menggunakan dana yang
diterima.Terbukti dana masih mengendap di rekening sekolah
sementara sudah berganti tahun anggaran.

c. Dinas juga tidak melaksanakan pasal 23 dari perbup no 23 tahun 2011
yaitu tidak membuat SK penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan
pembantu bendahara pengeluaran di masing-masing satuan pendidikan

d. Dinas juga tidak melakukan verifikasi secara komprehgensif terhadap

RAPBS vyang akan dijadikan acuan dalam  memberikan
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bantuan.Sehingga ada beberapa sekolah yang kekurangan dana karena
dana yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diusulkan.

e. Dinas juga kurang koordinasi dengan pengawas sekolah,sehingga
pengawas tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan pasal 38 ayat (1)
dan (2) perbup no 23 tahun 2011.

f. Panitia / Tim BOP yang dibentuk Dinas juga kurang menjalankan
fungsinya dengan baik.Terbukti tidak pernah ¢melakukan rapat
koordinasi sehingga pembinaan manajemen ke ‘Sekalah hampir tidak
dilakukan.

g. Laporan pertanggungjawaban ketangan” juga belum dimanfaatkan
secara maksimal oleh tim. BOP“Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten, Sukamara,sehingga banyak sekolah yang
menggunakan dama tersebut terkesan monoton saja. Sementara untuk
peningkatan ‘mutuKurang sekali dianggarkan oleh sekolah.

2. Proses pendatagn sudah dilaksanakan dengan baik oleh tim BOP Dinas
PendidikanPemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.

3. Admmistrasi MOU antara pihak dinas dengan sekolah sudah baik,hal ini
dapat dijadikan alat kontrol bagi dinas agar sekolah mampu membuat
laporan tepat waktu,meskipun masih ada sekolah yang belum tepat waktu
dalam pelaporan penggunaan keuangan.

4. Proposal yang dipersyaratkan dalam perbup no 23 tahun 2011 juga belum
dijadikan syarat mutlak dalam pengusulan awal oleh sekolah.

Data
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a. SK Panitia/ TIM BOP PSG

b. Copi MOU

c. Copi SK Bupati tentang penetapan jumlah dana tiap sekolah
d. Copi Perbup No.23 Tahun 2011

e. Undangan dan daftar hadir Sosialisasi BOP

Observasi 04
Hasil Observasi di SDN Mendawai 3 Sukamara
Tanggal 8 April 2013

1. Secara umum telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman (
perbup no 23 tahun 2011) , dan sekolah-juga tidak memungut iuran kepada
orang tua wali siswa,jika.ada kegiatan yang memerlukan dana biasanya
akan dibiayai oleh orang:tua'murid yang mampu secara gotong royong dan
tidak membebaniOang tua yang kurang mampu contohnya seperti acara
perpisahan,piknik dan acara lomba.

2. Untuk.pefiggunaan dana seperti yang tertuang dalam perbup yaitu untuk
pembinaan minat dan bakat peserta didik belum dilaksanakan secara tepat
sasaran. Sekolah masih menggunakannya untuk memberikan hadiah
kepada siswa yang berprestasi (juara kelas ) pada saat penerimaan raport.

3. Sekolah tidak membuat proposal sesuai yang dipersyaratkan dalam perbup

no 23 tahun 2011,sekolah hanya mengusulkan RAPBS saja.
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4. Tim penyusun RAPBS juga tidak di SK kan oleh kepala sekolah,sehingga
proses penyusunan RAPBS hanya kumpul-kumpul semua warga sekolah
membahas RAPBS.

5. Penyaluran dana juga tidak tepat waktu yang terjadi pada triwulan 3 dan 4
tahun 2012.

6. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan sudah tepat
waktu.

7. Pada tahun 2012 triwulan 1V terdapat saldo yangwcukup besar sementara
SPJ sudah nihil.

8. Pembinaan dari pengawas hampir tidaK perriah dilakukan.

9. Penggunaan dana secara umum.sesual’dengan APBS tetapi tidak ada dana
untuk peningkatan mutu tenaga-pendidik dan tenaga kependidikan.

Data yang di peroleh

a. Copi RAPBS

b. Copi SPJ

c. Copi rekehing sekolah

Observasi 05
Hasil Observasi di SDN Mendawai 4 Sukamara
Tanggal 9 April 2013
1. Ketika melakukan wawancara dengan kepala sekolah kelihatannya kepala
sekolah agak ragu-ragu dalam menjawab semua pertanyaan,secara umum

sudah dilaksanakan.
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2. Dalam penyusunan anggaran sekolah belum dilakukan secara
transparan,hanya kepala sekolah dan bendahara yang terlibat dalam
penyusunan RAPBS.

3. Penggunaan anggaran juga belum menyentuh semua kebutuhan sekolah
sehingga kesannya sekolah kelihatan kurang terpelihara

4. Anggaran untuk peningkatan mutu juga kurang,sehingga hampir tidak
pernah sekolah melakukan kegiatan peningkatan mwutu untuk guru-
gurunya.Hal ini mengakibatkan pengembangan ‘diri, guru-guru di SDN
Mendawai 4 tidak pernah dilakukan.

5. Pembinaan dan pengawasan jarang <dilakukan oleh pengawas sekolah
sehingga pembuatan SPJ BOP masih dada pajak yang belum dibayar yaitu
pembelian printer dan handy\cam.

6. SK penunjukan bendaharawan juga tidak ada dari kepala sekolah.
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Lampiran 4.1: Lembar Dokumen UU Nomor 20 Tahun 2003

Bab dan Pasal terkait dengan Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib

Belajar Program Sekolah Gratis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGAVIAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIKZINDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa pembukaan Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia damseturuh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraanumuni,“mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban“ duhia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial;

2. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
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3. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan
pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

4. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar
sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaihana“dimaksud pada huruf a, b, c,
dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28~C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang

Dasar Negara Republik tadonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan ‘Befsama:

DEWANPERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
BAB 11

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN
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Pasal 2
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 6

(1)Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun
wajib mengikuti pendidikan dasar.

(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap~Kkeberlangsungan
penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 11

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah! wajib~ memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu
bagi setiap warga negara tanpa-diskriminasi.

(2)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna
terselenggaranyapendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh
sampai dengan fima belas tahun.

BAB VI

WAJIB BELAJAR

Pasal 34

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program
wajib belajar.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar

minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
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(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh
lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 8 Juli 2003

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPU FRI

Diundangkan Di Jakarta;

Pada Tanggal 8 Juli 2003

SEKRETARISEEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2003 NOMOR 78

Pasal 7

Ayat (6)

Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar
anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan

pelayanan kepemerintahan.
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Lampiran 4.2: Lembar Dokumen PP Nomor 47 Tahun 2008
Bab dan Pasal terkait dengan Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib
Belajar Program Sekolah Gratis
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG
WAIJIB BELAJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 20 Fahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasionalperlu'menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Wajib Belajar;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB BELAJAR.
BAB VI

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR
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Pasal 9

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib
belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti
program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih
memungkinkan.

(3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas).tahun dan belum
lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikanhyasampai lulus atas
biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar 'yang orang tua/walinya tidak
mampu membiayai pendidikan, Pemerintah’ dan/atau pemerintah daerah wajib
memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSHL.O BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada Tanggal 4 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA
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Lampiran 4.3: Dokumen Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal,
Nonformal, dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemudan dan
olahraga Kabupaten Sukamara

BUPATI SUKAMARA

PERATURANBUPATI SUKAMARA
Nomor : 23 Tahun 2011
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2011

BUPATI SUKAMARA

Menimbang : a. bahwa pada dasarnya setiap warga Negara mempunyai hak sama
untuk’memperoleh pendidikan yang bermutu;

b. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu dan menekan angka putus sekolah serta
menggugah untuk dapat melanjutkan pendidikanke jenjang yang
lebih tinggi maka Pemerintah Kabupaten Sukamara menerapkan
kebijakan memberikan bantuan operasional pendidikan jalur
pendidikan formal, nonformal dan informal pada seluruh jenjang
pendidikan.

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman
pelaksanaan pemberian bantuan dan pertanggungjawabannya
perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

b dan c¢ perlu diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan
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Operasional Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal di
Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Sukamara Tahun 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Sukamara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002'Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Iridonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik{ Indonesia Tahaun 2003 NOmor
47,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor20)Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembafan'(Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Aambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301)

4. Undang<Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daéerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125/ Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/~Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 «Momiof 82,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Fahun/2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran¢Negara” Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah” Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
90, Tamhdhan Zembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4863);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomior 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
FORMAL, NONFORMAL DAN INFORMAL DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUKAMARA
TAHUN 2011

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengaity

[EEN

. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;

N

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daeral;

w

. Bupati adalah Bupati Sukamata;

S

. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara;

ol

. Kepala Dinas adalah Kepaia-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sukaniara;

6. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan semua jenjang baik

Formal,lnformal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Sukamara;

BAB I
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
Bagian Pertama
Tujuan dan Sasaran
Pasal 2
1. Tujuan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan :
a. Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat yang
tidak mampu;

b. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Sukamara;
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c. Mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana
diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

2. Penerima bantuan operasional pendidikan adalah seluruh satuan pendidikan
baik negeri maupun swasta yang meliputi :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Nonformal;

b. Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional;

c. Sekolah Dasar (SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI/ULA) (Setara SD/MI)/
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Paket A dan yang sederajat;

d. Sekolah Menengah Pertama (SMP/WUSTO (setingkat
SMP/MTSs)/Madrasah Tsanawiyah (MTs/Sekolah Menéngah Pertama Luar
Biasa (SMPLB), Paket B dan yang sederajat;

e. Sekolah Menengah Atas (SMA/Madrasah Aliyah (M A)/Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB),Paket C dan/ang sederajat;

f. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madsarah Aliyah Kejuruan (MAK),
Paket C kejuruan dan yang sederajat;

Bdgian Kedua
Sumber Dana
Pasal 3
Bantuan Operasional Pendidikan Daerah kepada satuan pendidikan dianggarkan
dalam Anggarar-Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.
Pasal 3a
1. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah untuk satuan pendidikan
berstatus negeri dianggarkan pada Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olahraga
Kabupaten Sukamara.
2. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah untuk satuan pendidikan
berstatus swasta dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah.

Bagian Ketiga

Persyaratan untuk Memperoleh Bantuan Operasional Pendidikan Daerah
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Pasal 4
1. Persyaratan umum satuan pendidikan formal yang dapat memperoleh bantuan

adalah sebagai berikut:

a. Mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang;

b. Memiliki domisili yang jelas;

c. Memiliki sekurang-kurangnya 90% peserta didik yang berkewarga-negaraan
Indonesia;

d. Memiliki peserta didik;

e. Jumlah penerimaan pendapatan sekolah lebih kecil«dari.biaya operasional
sekolah;

f. Pada tahun yang sama tidak menerima bantuamdari instansi lain untuk
keperluan yang sama; dan

g. Sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Persyaratan khusus satuan pendidikari formal yang dapat memperoleh bantuan

adalah sebagai berikut:

a. Tidak sedang direkomendasikan untuk digabung atau ditutup;

b. Mempunyai anggafan_dasar/statuta dan anggaran rumah tangga bagi sekolah
swasta;

c. Mempunyal program kerja;

d. Mempunyati struktur organisasi dan susunan pengurus; dan

e. Mempunyai sumber biaya dan rencana anggaran belanja.

Pasal 5
1. Persyaratan satuan pendidikan nonformal yang dapat memperoleh bantuan
adalah sebagai berikut:
a. Mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang;
b. Memiliki domisili yang jelas;
c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

d. Mempunyai struktur organisasi;
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e. Memiliki sekurang-kurangnya 90% peserta didik yang berkewarga-
negaraan Indonesia;
f. Mempunyai program kerja; dan
g. Sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan yang
berlaku.
2. Persyaratan lembaga kemasyarakatan yang dapat memperoleh bantuan adalah
sebagai berikut:
a. Memiliki penyelenggara yang berbentuk organisasi;
b. Memiliki domisili yang jelas;
c. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
d. Mempunyai struktur organisasi;
e. Pemanfaatan sarana dan prasarana diperuntukkan bagi warga negara
Indonesia;
f. Penyelenggara mempunyai program kerja; dan
0. Penyelenggara sanggup menipértanggungjawabkan bantuan sesuai

ketentuan yang berlaku,

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberian Bantuan Operasional
Pasal 6
1. Penyelenggara atau satuan pendidikan menyampaikan proposal permohonan
bantuarn.yang ditujukan kepada Bupati Sukamara u.p. Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
2. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal
sebagai berikut:
a. Latar belakang;
b. Tujuan;
c. Maksud dan rencana kegiatan;
d. Hambatan dan permasalahan;
e. Kesimpulan; dan

f. Penutup.
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3. Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan formal ditandatangani oleh
kepala satuan pendidikan yang disetujui oleh ketua komite satuan pendidikan
untuk satuan pendidikan berstatus negeri dan untuk satuan pendidikan berstatus
swasta wajib diketahui oleh pemimpin penyelenggara satuan pendidikan.

4. Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan nonformal ditandatangani
oleh kepala satuan pendidikan dan diketahui oleh penilik PNF sementara
khusus untuk lembaga kursus dan lembaga pelatihan harus diketahui oleh
pemimpin penyelenggara satuan pendidikan.

5. Proposal permohonan  bantuan untuk pendidikan¢- kemasyarakatan
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris organisasi dengan.rekomendasi dari
lurah/ kepala desa.

6. Proposal yang diajukan kepada Bupati dilampiri:

a. Untuk satuan pendidikan formal:
1. Fotocopy akreditasi yang “terbaru (bagi satuan pendidikan yang
sudah ada);
2. Rencana anggaranbiaya Kegiatan yang diperlukan;
3. Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan
(RAPBSP):
4. Jadwal Keglatan;
5. Profilsekolah;
6. Daftar peserta didik per kelas/ rombongan belajar pada tahun
terakhir;
7. Data guru/tutor/pamong; dan
8. Data sarana pendidikan yang dimiliki;
b. Untuk pendidikan nonformal:
1. Fotocopy akte pendirian yayasan/lembaga bagi lembaga kursus dan
lembaga pelatihan;
2. Rencana anggaran biaya kegiatan yang diperlukan;
3. Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan
(RAPBSP);
4. Jadwal kegiatan;
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5. Profil satuan;

6. Daftar peserta didik per kelas/rombongan belajar pada tahun
terakhir bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan;

7. Data tutor/instruktur bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
dan

8. Data sarana pendidikan yang dimiliki.

c¢. Untuk lembaga kemasyarakatan:

1. Fotocopy anggaran dasar (AD)/anggaran rumah tangga (ART)
organisasi;

2. Struktur dan susunan pengurus organisasi;

3. Rencana anggaran belanja kegiatan lembaga kemasyarakatan yang
diperlukan;

4. Jadwal kegiatan;

5. Profil organisasi; dan

6. Data sarana yang dimiliki:

BAB IV
PEDOMAN PENYUSYUNAN’RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJASATUAN PENDIDIKAN (RAPBSP)
Bagian Pertama
Tujuan dan Sasaran
Pasal 7
1. Tujuan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja satuan
pendidikan adalah sebagai acuan bagi sekolah dalam menyusun RAPBSP.
2. Sasaran pedoman penyusunan APBSP adalah tersedianya informasi tentang
kebijakan tahunan, kegiatan, sasaran, pendapatan dan belanja dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi sekolah.
Bagian Kedua
Sumber dan Alokasi APBSP
Pasal 8
Sumber APBSP terdiri dari :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

191

a. APBN;
b. APBD;
c. Partisipasi Masyarakat.
Pasal 9
Penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBD dan partisipasi masyarakat
dibukukan terpisah dan tidak dapat dialihkan dari satu sumber dana ke sumber
dana lainnya kecuali dilakukan dalam APBSP Perubahan.
Pasal 10
1. Sumber dana yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksug.dalam Pasal 8
huruf a terdiri dari :
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
b. Dana Block Grant;
c. Dana Tugas Pembantuan.
2. Sumber dana yang berasal dari APBD sebagatmana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b terdiri dari :
a. APBD Provinsi
1. Bantuan Keuangan;
2. Dana Dgkansentrasi;
3. Bantuan Sosial;
b. APBD Kabupaten meliputi Bantuan Operasional Pendidikan.
3. Sumber danayang berasal dari partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal’8 huruf c terdiri dari :
a. Pungutan; dan
b. Bantuan.
4. Setiap satuan pendidikan wajib melampirkan bukti sah seluruh
sumber dana yang diterima sekolah.
Pasal 11
1. Komite sekolah dapat meminta sumbangan berdasarkan hasil musyawarah
antara orang tua/ wali peserta didik, komite sekolah dan sekolah dengan

mempertimbangkan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).
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2. Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menutup
kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional
pendidikan dan/atau mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 12

Dalam hal satuan pendidikan meminta sumbangan, satuan pendidikan wajib

mengajukan persetujuan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas mengenai besarnya

pungutan, peserta didik yang dimintai sumbangan dan mekanisme pemungutan.
Pasal 13

Sumbangan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasional’yang jelas dan
dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerjatahunan, serta anggaran
tahunan yang mengacu pada Standar NasiopaiPentidikan (SNP);

b. Perencanaan investasi dan/atau operasiofial sebagaimana dimaksud pada
huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan
pendidikan;

c. Dana yang diperoleh disimgpan‘daldm rekening atas nama satuan pendidikan;

d. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan
terpisah dari danagang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;

e. Tidak diminta @ari peserta didik atau orang tua/ wali peserta yang tidak
mampu seeara-ekonomis;

f. Menerapkah system subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan
pendidikan;

g. Digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

h. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta
didik, penilaian hasil belajar peserta didik,dan/atau kelulusan peserta didik
dari satuan pendidikan;

i. Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
kesejahteraan anggota komite sekolah dan atau lembaga pemangku
kepentingan satuan pendidikan;

J. Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana diaudit sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
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k. Pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan
oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku
kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik dan
penyelenggara satuan pendidikan; dan
I. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14
Bupati dapat membatalkan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat
(1) jika dalam pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku atau dinilai meresahkan masyarakat.
Pasal 15
1. Komite Satuan Pendidikan dapat menghimpun bantuan dalam bentuk
sumbangan sukarela dantidak mengikat dari masyaraKat, dunia usaha
dandunia industri serta wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang bérlaku,
2. Sumbangan sukarela sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) digunakan untuk
membiayai kegiatan yang tidak terbiayai dari anggaran APBD dan APBN.
Pasal 16
Dana yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi sebagaimana
tercantum dalam Pasal/10 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dialokasikan untuk
kegiatan-kegiatan Sesuai dengan petunjuk teknis tahun bersangkutan.
Pasal 17
Dana APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
dialokasikan untuk :
1. Belanja Ketatausahaan, digunakan untuk :

a. Pembayaran langganan listrik;

o

Pembayaran langganan PDAM,;

Pembayaran langganan telepon;

o o

Belanja ATK dan barang pakai habis;

@

Bantuan perjalanan dinas;

=h

Biaya rapat-rapat;

g. Minuman harian;
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h. Biaya lembur;

i. Upah tenaga kontrak;

j. Biaya cetak dan penggandaan;

k. Belanja bahan/material;

I. Belanja upah;

2. Kegiatan kehumasan meliputi :

a. Komunikasi dan kerjasama dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri
(DU/DI)/orang tua/mayarakat;

b. Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) sekolah/peringatan hari-hari
besar nasional/ keagamaan;

Sosialisasi program-program sekolah;

o o

Penyusunan profil sekolah;

®

Monitoring kegiatan-kegiatansekolah;

—h

Penyusunan laporankegiatan sekolah;
g. Kegiatankehumasan sejenis yang-dapat dipertanggungjawabkan.
3. Belanja kegiatan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan :

o

Penyelenggaraan dan-pengiriman peserta seminar danpenelitian-penelitian;

o

Persiapan kegiatan akreditasi dan penilaian kinerja sekolah;
Fasilitasi kegtatan KKG/KKKS/MGMP/MKKS dan yang sejenis;

d. Penyelenggaraan kerja di kantor sendiri (in house training),praktek kerja

o

(workshop), pengembangan metode pembelajaran;
Kegiatanevaluasi belajar dan remedial kegiatan akademik;
Kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin);

Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);

o Q oo

Kegiatan intensifikasi pembelajaran diluar jam mengajar;

. Penyusunan bahan ajar;

j. Pengelolaan majalah dinding dan perpustakaan;

k. Kegiatan wakil kepala sekolah beserta perangkat yang mendukung
peningkatan mutu belajar mengajar;

I. Penyelenggaraan dan fasilitasi pelatihanpendidik dalam rangka

peningkatan kompetensi,kualifikasi dan profesionalisme;
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m. Kegiatanlain bidang kurikulum dan peningkatan mutu yangrelevan dan
harus dipertanggungjawabkan.
4. Kegiatankesiswaan :

Penyelenggaraan dan pengiriman lomba-lomba akademis dan nonakademis;

L

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik (PPD);
Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS);

e o

Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)/ pesantren kilat;
Kegiatan Pramuka/ Paskibraka/Pecinta Alam;
Pengiriman peserta upacara dan kegiatan sejenis;

Kegiatan Palang Merah Remaja (PMR);

o Q@ -+ o

Pendampingan Study Tour;

Pembinaan ekstrakurikuler dan kewirausahaan;
J. Kegiatan life skill kreativitas danketerampian peserta didik;
k. Kegiatan Organisasi Siswa Intra SeKolah (©SIS);
I. Kegiatan kerohanian;
m.Pembinaan minat dan bakat peserta didik;
n. Kegiatan lain dibidang-keSiswaan yang relevandan
dapatdipertanggungjawabkan;
5. Kegiatan sarana dan’prasarana satuan pendidikan :
a. Pemeliharaarrgedung;
b. Penyusuniat RPS (Rencana Pengembangan Sekolah);
c. Perawatan dan pemeliharaan infrastruktur sekolah;
d. Pemeliharaan meubelair sekolah;
e. Perawatan taman, lapangan olahraga, KM/WC, tempat parkir, tempat
ibadah, kantin;
f. Penyediaan dan pembelian buku pelajaran, buku penunjang, majalah, surat
kabar, jurnal dan lain-lain;
g. Penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran dan peralatan perkantoran;
dan
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h. Kegiatan sarana dan prasarana lain sejenis yang relevan dengan pelaksanaan
7K (kebersihan, keindahan, ketertiban, kerapian, kesehatan, kerindangan
dan kekeluargaan) dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan dananya;

I. Pengamanan Aset Sekolah dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

6. Biaya pendamping
Pasal 17a
Dana APBD kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 digunakan dalam
hal dana APBN dan APBD Provinsi tidak mencukupi dan digunakan secara
selektif menurut Daftar Skala Prioritas (DSP).
Bagian Ketiga
Mekanisme Penyusunan RAPBSP
Pasal 18
RAPBSP disusunberdasarkan Rencana Pengethbangan Satuan Pendidikan
(RPSP) dan Rencana Operasional Satuan Pendidikan (Renop).
Pasal)19
Mekanisme penyusunan RAPBSPmeliputi :
a. Penyusunan di tingkat,sattan pendidikan;
b. Verifikasi dilakukan di Dinas.
Pasal 20
1. Penyusunan RARBSP di tingkat sekolah dilakukan oleh sekolah.
2. Tahapan.kegiatan penyusunan RAPB meliputi :

a. Pembentukan Tim Penyusun RAPB di tiap-tiap sekolah yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Sekolah;

b. Tim Penyusun RAPB tingkat sekolah menghimpun data kebutuhan sekolah;

c. Tim Penyusun RAPB tingkat sekolah menyusun RAPB yang didahului
dengan rapat-rapat sekolah dengan Komite Sekolah konsultasi dan
koordinasi dengan Dinas;

d. RAPB diajukan guna verifikasi oleh Tim Verifikasi di Dinas;

e. RAPB kemudian disahkan oleh Kepala Dinas.

3. Tugas sekolah dalam menyusun RAPB adalah :
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a. Menginventaris kegiatan (aktivitas sekolah pada tahun pelajaran
mendatang);

b. Menyusun list kegiatan/ aktivitas sekolah berdasarkan Daftar Skala Prioritas
(DSP);

c. Menentukan volume kegiatan yang realistis sesuai rencana yang telah
diprogramkan;

d. Menggunakan standar satuan harga sesuai dengan Peraturan Bupati tentang
Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan
dan Honorarium di Lingkungan PemerintahDaerah;

e. Menghimpun data dukung yang meliputi data sekolah, pesérta didik,
pendidik, tenaga pendidikan,jumlahjammengajar,prakiek laboratorium dan
kegiatan yang lain yang relevan;

f. Data fisik sekolah seperti gedung, ruang/kelas;riang guru, ruang bengkel/
laboratorium, ruang penunjang lainnya\lapangan, dll.

Pasal)21

1. Model dan bentuk RAPBSP sebagaimiana tercantum dalamLampiran | dan
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

2. Dalam RAPBSP Wajib iencantumkan seluruh sumber dana kegiatan baik
APBN,“"APBDProvinsi maupun sumbangan dari orang tua/ wali peserta
didik.

Bagian Keempat
Verifikasi Penyusunan RAPBSP
Pasal 22

1. Untuk melaksanakan verifikasi RAPB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19ayat (2) dibentuk Tim Verifikasi RAPB oleh Kepala Dinas.

2. Susunan keanggotaan Tim Verifikasi RAPB sebagaimana dimaksud ayat (1)

terdiri dari :

a. Ketua : Kepala Dinas;
b. Sekretaris : Sekretaris Dinas;

c. Anggota : Unsur pengawas, unsur Kepala Seksi terkait,unsur Sekretariat
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dan unsur staf bidang.
Bagian Kelima
Penetapan RAPBSP Menjadi APBSP
Pasal 23
RAPB hasil verifikasi direkomendasikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan
oleh Bupati.
Bagian Keenam
Perubahan APBSP
Pasal 24
1. Perubahan APBSP dilaksanakan pada pertengahan tahunpelajaran atau awal
tahun anggaran.
2. Perubahan APBSP dilaksanakan dalam hal terjadi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai denganasurnsi perencanaan;
b. Perkembangan yang menyebabkan harts dilakukan pergeseran anggaran
antar kegiatan dan antar jenis belatija;
c. Keadaan yang menyebabkah saido‘anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun-berjalan;
d. Keadaan darurat; dan
e. Keadaan luar biasa,
3. Perubahan ARBSR hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecuaii dalam keadaan luar biasa.
Pasal 25
Tahapan penyusunan perubahan APBSP sebagai berikut :
a. Sekolah menghimpun data kebutuhan sekolah;
b. Sekolah menyusun RAPBSP Perubahan yang didahului dengan rapat-rapat
sekolah dengan komite satuan pendidikan;
c. Sekolah mengadakan konsultasi dankoordinasi dengan Dinas;
d. Verifikasi APBSP Perubahan oleh Tim Verifikasi Dinas.
Bagian Ketujuh
Kewajiban dan Larangan Satuan Pendidikan
Pasal 26
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1. Satuan pendidikan mempublikasikan dan menginformasikan seluruh
sumber dana yang diterima dari APBN, APBD dan sumbangan masyarakat
kepada para guru, orang tua/ wali peserta didik dan komite sekolah, dalam
bentuk surat edaran kepala satuan pendidikan dan pengumuman di tempat yang
representatif di lingkungan satuan pendidikan.

2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah, dengan
adanya dana BOS dari APBN dan Bantuan Operasional dari APBD seluruh
satuan pendidikan yang menerima bantuan wajib membebaskanpeserta didik
dari pungutan untuk memenuhi operasional satuan pendidikan.

Pasal 27
Sekolah dilarang mengeluarkan anggaranyang tidak tercantum/ tersedia dalam
APBSP dan perubahannnya.
BAB Il|
PENYALURAN BANTUAN OPERASI@NAL PENDIDIKAN DAERAH
Pasal)28

1. Penyaluran Bantuan operasional Réndidikan Daerah dilakukan melalui transfer
dari Kas Daerah ke rekening satuan pendidikan.

2. Penyaluran Bantuan gperasiohal Pendidikan Daerah dilakukan secara bertahap
setiap triwulan talwuri berjalan.

Pasal 29

Penyaluran, Barituan operasional Pendidikan Daerah dilakukan setelah :

a. Terbit.SK Bupati Sukamara tentang penetapan besaran Bantuan Operasional
Pendidikan Daerah masing-masing satuan pendidikan.

b. Satuan pendidikan menyampaikan permohonan pembayaran tahap
selanjutnya dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban bantuan
tahap sebelumnya;

c. Satuan pendidikan telah menyetor ke kas daerah temuan hasil pemeriksaan
dari Tim Evaluasi maupun dari Inspektorat Kabupaten Sukamara.

BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
Pasal 30

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

200

1. Pengelolaan bantuan operasional pendidikan daerah wajib memperhatikan
peraturan peundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dilakukan secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel.
Pasal 30a
1. Dalam pengelolaan dana bantuan operasional pendidikan daerah
perlu ditunjuk:
a. Kuasa Pengguna Anggaran selaku Penanggung Jawab Keuangan dana
bantuan pada masing-masing satuan pendidikan;
b. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Bendahara pada
masing-masing satuan pendidikan.
2. Penunjukkan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan.melalui’Surat Keputusan
Kepala Dinas.
BAB V
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
Pasal 31
1. Pertanggungjawaban BantuanOperasional Pendidikan Daerah terdiri atas :
a. Pertanggungjawahan'keuangan;
b. Pertanggungjawaban kegiatan.
2. Pertanggungjawabar disampaikan kepada Tim Evaluasi minimal 3 (tiga) bulan
sekali sebagaifana format pada Lampiran I11.
3. Pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 2 (dua) eksemplar salinan sesuai
aslinya dan menunjukkan dokumen pertanggungjawaban yang asli.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH
Pasal 32
1. Satuan pendidikan yang telah ditetapkan menerima Bantuan Operasional
Pendidikan Daerah berhak menerima penyaluran dana paling lambat 7 (tujuh)

hari kerja setelah menyampaikan seluruh persyaratan secara lengkap dan benar.
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2. Satuan pendidikan berhak mempertanyakan kepada instansi terkait dalam hal

setelah terpenuhinya keadaan pada ayat (1).
Pasal 33

1. Satuan pendidikan wajib menjalankan Peraturan Bupati ini dengan sebaik-
baiknya.

2. Satuan pendidikan wajib menyampaikan informasi penggunaan operasional
pendidikan daerah minimal pada papan informasi pada masing-masing satuan
pendidikan.

3. Dalam hal satuan pendidikan melaksanakan kewenangan yang diberikan wajib
mempertimbangkan situasi dan kondisi peserta didiksdan.'masyarakat pada
umumnya.

BAB VII
SANKSI
Pasal 34

1. Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati-ini dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundangd-undangan yang berlaku.

2. Bupati atas pertimbangan™ Thin Evaluasi dapat membatalkan Bantuan
Operasional Pendidikan'Dagrah

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 35

1. Monitoring” pelaksanaan APBSP dilakukan secara periodik minimal setiap
triwulan oleh Pengawas Sekolah terkait di bawah koordinasi Kepala Dinas.

2. Evaluasi penggunaan keuangan APBSP dilaksanakan secara periodik setiap
triwulan oleh Pengawas Sekolah berdasarkan tugas dari Kepala Dinas.

3. Pengawasan penggunaan keuangan dilakukan oleh atasan langsung, Tim
Evaluasi dan Masyarakat.

4. Pelaporan penggunaan keuangan APBSP dilakukan secara periodik
setiap triwulan dari satuan pendidikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
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Pasal 36
1. Aset yang diperoleh dari partisipasi masyarakat pada satuan pendidikan yang
bertatus negeri dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam Daftar
Inventris satuan pendidikan.
2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Lampiran |
Sistematika RAPBSP
I. Profil Sekolah
A. Latar Belakang
B. Visi, Misi dan Tujuan Satuan Pendidikan
1. Visi;
2. Misi;
3. Tujuan.
C. Rencana Kerja Satuan Pendidikan
1. Rencana Pengembangan Sekaialy(umum, RPS dilampirkan);
2. Rencana Kerja Tahupan.
Didalamnya memuat réncana-rencana rinci berkaitan :
. Kesiswaan danKegiatan intra;
. Kurikulum-den kegiatan kurikuler lainnya;

. Kegiatarrekstrakurikuler;

1
2
3
4. Sarapna-dan prasarana,;
5. Keuangan dan pembiayaan;
6. Budaya dan lingkungan satuan pendidikan;
7. Peran serta masyarakat dan kemitraan;
8. Hal-hal lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
D. Pedoman Satuan Pendidikan
1. Kurikulum yang digunakan;
2. Kalender pendidikan;
3. Pembagian tugas dalam organisasi sekolah;

4. Pembagian tugas mengajar;
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5. Peraturan akademik;
6. Tata tertib satuan pendidikan;
7. Kode etik satuan pendidikan;
8. Biaya operasional satuan pendidikan.
Disampaikan secara umum, dokumen dilampirkan.
E. Data Satuan Pendidikan
1. Alamat dan denah sekolah;
2. Data personil sekolah;
3. Data siswa;
4. Data saranadan prasarana.
Dilampirkan data-data seperti DUK termasuk non.PNS, data siswa (NIS,
nama, TTL, kelas, nama, pekerjaan orang tua/-wyali,/status kemiskinan) dan
data sarpras beserta kondisinya (dokumentasi dildmpirkan).
Il. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja:Satuan Pendidikan
A. Rangkuman kegiatan satuan pendidikanyang dilaksanakan pada tahun
pelajaran bersangkutan;
1. Kegiatan rutin satuan-pendidikan :
a. Administrastor-kantor;
b. AdminitraSiKepegawaian;
C. ...dst
2. Kegiatarrbelajar mengajar :
a. Administrasi KBM;
b. Muatan local;
¢c. MGMP, MKKS, dll;
d. ... dst

3. Kegiatan ekstrakurikuler :

G ettt ;
o ;
e. ...dst.
B. Rincian RAPBSP
No Uraian Renc. Rencana Pembiayaan Rencana Sumber | Keterangan?
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Kegiatan | Penerimaan Dana
Vol | Satuan | Harga | JIh | BOS | BOP- | Lain-
Satuan PSG | lain
I. | Rencana penerimaan
a. BOS/ 10.000
BOMM
b. ....dst
Jumlah
Il. | Rencana
pembiayaan
1. ...dst
1. Rencana pembiayaan disesuaikan dengan perierimaan
2. Perkiraan waktu pelaksanaan (bulan)
Mengétahut> | ,
Kepala Satuan-Pendidikan, | 2011

Bendahara Satuan Pendidikan,

Disahkan oleh :

Sukamara,

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.

Atas nama Komite Satuan

Menyetujui :

Pendidikan,
Ketua,
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Kepala Satuan Pendidikan,

Bendahara Satuan Pendidikan,

No | Uraian Rencana Pembiayaan Jadual Jadual pembiayaan BOP-
kegiatan pelaksanaan PSG
BOS | BOP- Sumbangan Trw | Trw | Trw | Trw
PSG pihak lain I I I v
Mengetahui: Y1

Disahkan oleh : Menyetujui :
Kepala Diras Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Atas nama Komite Satuan
Sukamara, Pendidikan,
Ketua,
11. Penutup

Lampiran-lampiran

1. Notulen rapat penyusunan RABSP
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2. Daftar hadir peserta rapat RAPBSP
3. SK Komite satuan pendidikan
4. Ditambahkan lampiran-lampiran yang disampaikan data-data di atas
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Lampiran 4.4: Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga Nomor 421/082/Dikpora/2012 tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) Kabupaten Sukamara
Tahun Pelajaran 2012/2013

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JI. Tjilik Riwut Km.08 Sukamara 74714
Telpon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 e-
mail: dikpora.sukamara@gmail.com
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA.DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA
Nomor : 421/1082/ Dikpora / 2012
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
DAERAH (BOPD)
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KEPALA DINASPENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang.~ a. bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
bagi setiap warga negara Indonesia;

b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun
yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Sukamara
mengalokasikan BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013;

c. bahwa pengelolaan dana BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013
yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Sukamara
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tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung
jawab;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetatapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sukamara ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten  Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara,Kabupaten Lamandau,Kabupaten~, Gunung Mas
,Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten « Murung Raya dan
kabupaten Barito Timur di Kalimantars]engah;

2. UU No. 20 tahun 2003 tentang~Sistem Pendidikan Nasional (
Lembaran Negara Republik- Indonesia Tahun 2003 nomor
78,Tambahan Lembaran‘’Negara Rl Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomet 82" Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Undang-undang, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. PeraturanMenteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
tentgng Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Bupati Sukamara No. 23 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Formal,
Nonformal dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamra;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD)
Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013.
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KEDUA : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan
Daerah (BOPD) Tahun Pelajarann 2012/2013, yang selanjutnya disebut Juknis
BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013 merupakan acuan/pedoman bagi Satuan
Pendidikan dalam penggunaan dana dan penyusunan laporan keuangan BOPD
Tahun Pelajaran 2012/2013.

KETIGA : Juknis BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013 disusun dengan tujuan
agar:

a. Pembelanjaan dana BOPD adalah tepat sasaran dalam mendukung
penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun yang bermutu secara efisien dan
efektif; dan

b. Pengelolaan dana BOPD dilaksanakan dengan.tertib,administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terfiindai-dari penyimpangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya
Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya:

Dikeluarkan di  Sukamara
pada tanggal 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupeten Sukamara,

H.AHMAD ZUNANI,S.H.
NIP.19611122 198502 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Sukamara (sebagai laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Kepala DPKAD Kab.Sukamara

4. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se-Kabupaten Sukamara
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JI. Tjilik Riwut Km.08 Sukamara 74714
Telpon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 e-
mail: dikpora.sukamara@gmail.com
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA
Nomor : 421/ 50 / Dikpora / 2013
TENTANG
PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAKHY(BOPD) KABUPATEN
SUKAMARA TAHUN PELAJARAN 2012/2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUKAMARA

Menimbang : a. bahwa wajibOelajar berfungsi mengupayakan perluasan dan

pemerataan keserpatan memperoleh pendidikan yang bermutu
bagi getlap-warga negara Indonesia;

b. hahwa, “Untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun
yang  bermutu,  Pemerintah  Kabupaten = Sukamara
mengalokasikan BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013;

c. bahwa pengelolaan dana BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013
yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Sukamara
tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung
jawab;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetatapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Sukamara ;
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara,Kabupaten Lamandau,Kabupaten Gunung Mas
,Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya dan
kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengabh;

2. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor
78,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ‘tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengeloiaan, Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengalt;

6. Peraturan Bupati \Sukamara No. 23 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan Formal,
Nonfarmal “dan Informal di Lingkungan Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamra;

M EMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU“Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD)
Kabupaten Sukamara Tahun Pelajaran 2012/2013, untuk semester 1
(satu) Tahun Anggaran 2013 (Januari — Juni 2013).

KEDUA : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan
Daerah (BOPD) Tahun Pelajarann 2012/2013, yang selanjutnya
disebut Juknis BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013 merupakan
acuan/pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam penggunaan dana dan
penyusunan laporan keuangan BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013.

KETIGA : Juknis BOPD Tahun Pelajaran 2012/2013 disusun dengan tujuan agar:
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a. Pembelanjaan dana BOPD adalah tepat sasaran dalam mendukung
penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun yang bermutu secara efisien
dan efektif; dan

b. Pengelolaan dana BOPD dilaksanakan dengan tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari
penyimpangan.

KEEMPAT : Perubahan petunjuk teknis pada halaman 11 tentang prosentase
pembagian pembelanjaan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk semester 1 (satu) Tahun.Anggaran 2013
(Januari-Juni 2013), dengan ketentuan apabilaterdapat kekeliruan
akan diubah dan diperbaiki sebagaimana.iestinya.

Dikeluarkan.di ‘Sukamara
pada tangoal 10 Januari 2013
Kepala'Rinas Pendidikan Pemuda

dan"Olahraga Kabupeten Sukamara,

H.AHMAD ZUNANI,S.H.
NIP.19611122 198502 1 003

Tembusan Yt

1. Bupati Sukamara (sebagai laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Kepala DPKAD Kab.Sukamara

4. Kepala SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA se-Kabupaten Sukamara
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PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JI. Tjilik Riwut Km.08 Sukamara 74714
Telpon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 e-
mail: dikpora.sukamara@gmail.com
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD) FORMAL,
NONFORMAL DAN INFORMAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLEH RAGA KABUPATEN
SUKAMARA
TAHUN 2012
l. KATA PENGANTAR

Program Pemerintah Kabupaten Sukamara di bidang pendidikan salah satunya

adalah program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dalam rangka
pendanaan pada satuan pendidikan yanQ jada di Kabupaten Sukamara. Bantuan
Operasional Pendidikan (BOPDY ini’ mengacu pada Peraturan Bupati Sukamara
Nomor 23 Tahun 2011, tanggal 27 Juni 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Bantuan Operasiorial Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal di
Lingkungan Dinas Pépdidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.
Petunjuk Teknis, (Juknis) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas
dan tanggung. jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan,
pemanfaatan/ dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi dan
keuangan serta pelaporan hasil pelaksanaan. Petunjuk Teknis (Juknis) ini
diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Satuan
Pendidikan atau Institusi terkait untuk memahami dan menjalankan program
dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan Petunjuk Teknis (Juknis) ini.
Apabila dalam Petunjuk Teknis (Juknis) ini masih terdapat kekurangan atau

kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
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Sukamara, 16 Juli 2012

Kepala Dinas,

H. AHMAD ZUNANI, S.H.
NIP. 19611122 198502 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PPendidiokan Nasional
mengamanatkan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah merupakan
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat,Dengan mengacu pada Undang-
Undang nomor 20 tahun 2003 tersebut‘pemerintah kabupaten Sukamara dalam
Peraturan Bupati Sukamara nomdr) 23 tahun 2011 tentang pedoman
pelaksanaan pemberian Bantdan ‘\Opeérasional Pendidikan Formal, Nonformal
dan Informal di lingkurigan Dinas Pendidikan Prmuda dan Olah Raga
Kabupaten Sukamara‘/pada-Bab | Pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa:

Bantuan Operasionah Pendidikan (BOP) adalah program pemerintah Kabupaten
Sukamara untuk-menyediakan pendanaan bagi operasional satuan pendidikan
yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber-sumber
penerimaaiy” yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Satuan Pendidikan (RAPBSP).

Program Bantuan Operasional (BOP) yang dimulai sejak tahun 2007, telah
berperan secara signifikan dalam pendanaan satuan pendidikan dari perluasan
akses menuju peningkatan kualitas, dan agar satuan pendidikan dapat
melaksanakan proses pembelajaran yang baik dalam rangka penguasaan
kompetensi sebagaimana tertuang dalam kurikulum yang pada akhirnya akan
menghasilkan kelulusan yang berkualitas.

B. Tujuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

215

a. Meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat yang
tidak mampu.

b. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kabupaten Sukamara.

c. Mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana
diamanatkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005.

C. Sasaran

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Formal dan Nonforma).

b. Penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional.

c. Sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI/ULA), Sekolah.Dasar Luar biasa
(SDLB), Paket A dan yang sederajat.

d. Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP/WUST®), SMP  Satu  Atap
(SATAP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah,4vienengah Pertama Luar
Biasa (SMPLB), Paket B dan yang sederajat.

e. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah
Atas Luar Biasa (SMALB), Paket C-dan yang sederajat.

f. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK),
Paket C Kejuruan dan yang sederajat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang,“Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, KabUpaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten,Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,
dan Kahupaten Barito Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentan Keuangan Negara (Lembaga
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4301).

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaga Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4496).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelelaan Barang Milik
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Tahun.2006 Nomor 20
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ‘tertang Pembagisn Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintahsDaerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabuaten/Kota (Lembaran Negara, Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4741).

9. Peraturan Pemerintah Nomox 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara “Jahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741Y.

10. Peraturan Perferintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran «Negard Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor, 4863)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4868).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105). Sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157).

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 01 Tahun 2012 Tentang
APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2012.
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14. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Formal, Nonformal,
dan Informal Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sukamara.

E. Waktu Penyaluran Dana

Pada tahun anggaran 2012, dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

diberikan selama 12 bulan yaitu yang dibagi selama 4 triwulan, Januari sampai

dengan Juni 2012 (2 triwulan) untuk tahun pelajaran 2011/2012 dan Juli sampai

dengan Desember 2012 (2 triwulan) untuk tahun pelajaran 2012/2013.

BAB I

ORGANISASI, PERSYARATAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BOPD

A. Organisasi

Organisasi pelaksanaan kegiatan pemberiad Jantdan operasional pendidikan

fformal. Nonformal dan informal di lingkungan Dinas pendidikan Pemuda dan
Olahraga adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamafa

2. Pemerintah Daerah adatah™Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Buypati Sukamara

4. Dinas adalahDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara.

5. Kepala «Dinas “adalah Kepala dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Sukamara.

6. Satuan Pendidikan adalah unit layanan pendidikan semua jenjang baik formal,

nonformal dan informal di wilayah Kabupaten Sukamara.

7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstrutur dan berjenjang yang

terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidkan tinggi

8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

9. Komite Satuan Pendidikan adalah organisasi yang mewadahi orang tua/wali

dari peserta didik pada satuan pendidikan dalam pengembangan satuan

pendidikan.
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B. Persyaratan Memperolen BOP (BAB Il PASAL 5 PERBUP 2011)
1. Persyaratan Umum Satuan Pendidikan

a. Mempunyai izin pendirian dari pejabat yang berwenang

b. Memiliki domisili yang jelas

c. Memiliki peserta didik

d. Memiliki sekurang-kurangnya 90 % peserta didik yang berkewarga-negaraan
Indonesia

e. Jumlah penerimaan pendapatan sekolah lebih kecil dari biaya operasional
sekolah

f. Pada tahun yang sama tidak menerima bantuan darij-instansi lain untuk

keperluan yang sama

Sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesyaiketentuan yang berlaku.

Persyaratan Khusus Satuan Pendidikan

Tidak sedang direkomendasikan untuk digabung atau ditutup

T 2 N @

Mempunyai anggaran dasar/statute~dan anggaran rumah tangga bagi sekolah
swasta.

Mempunyai Program Kerja

o o

Mempunyai struktur grganisasi dan susunan pengurus

@

Mempunyai sumbierbiaya dan rencana anggaran belanja
3. Persyaratan_lembaga kemasyarakatan yang dapat memperoleh bantuan adalah
sebagai herikut.

Memilikipenyelenggara yang berbentuk organisasi

T &

Memiliki ddomisili yang jelas

Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

o o

Mempunyai struktur organisasi

@

Pemanfaatan sarana dan prasarana diperuntukan bagi warga Negara Indonesia
f. Penyelenggara mempunyai program kerja dan

g. Penyelenggara sanggup mempertanggungjawabkan bantuan sesuai ketentuan
yang berlaku

C. Mekanisme Pemberian Bantuan Operasional
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1. Penyelenggara atau satuan pendidikan menyampaikan proposal permohonan
bantuan yang ditujukan kepada Bupati Sukamara u.p Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara

2. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal
sebagai berikut :

Latar belakang

I

Tujuan

Maksud dan rencana kegiatan

o o

Hambatan dan permasalahan

@

Kesimpulan dan

f. Penutup

3. Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan fermal ditandatangani oleh
kepala satuan pendidikan yang disetujui ofel Ketua komite satuan pendidikan
untuk satuan pendidikan berstatus negeri dan untuk satuan pendidikan berstatus
swasta wajib diketahui oleh pemimpifi periyeleggara satuan pendidikan.

4. Proposal permohonan bantuan unhtuk pendidikan nonformal ditandatangani
oleh kepala satuan pengidikan-dan diketahui oleh penilik PNF sementara
khusus untuk lembaga 'kursus dan lembaga pelatihan harus diketahui oleh
pemimpin penyelénggard satuan pendidikan.

5. Proposal  permohonan  bantuan untuk pendidikan  kemasyarakatan

ditandatarigani 0leh ketua Proposal permohonan bantuan untuk pendidikan

kemasyarakatan ditandatangani oleh Kketua sekretaris organisasi dengan
rekomendasi sekretaris organisasi dengan rekomendasi dari lurah/ kepala desa.

Proposal yang diajukan kepada Bupati dilampiri :

Untuk satuan pendidikan formal:

Fotocopy akreditasi yang terbaru (bagi satuan pendidikan yang sudah ada)

Rencana anggaran biaya kegiatan yang diperlukan

Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan (RAPBSP)

Jadwal kegiatan

Profil sekolah

Daftar peserta didik per kelas/ rombongan belajar pada tahun terakhir

N oo g o~ DY o
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8. Data guru/ tutor/ pamong dan

9. Data sarana yang dimiliki

b. Untuk pendidikan nonformal:

2. Fotocopy akte pendirian yayasan/ lembaga bagi lembaga kursus
dan lembaga pelatihan

3. Rencana anggaran biaya kegaiatan yang diperlukan

4, Rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan
(RAPBSP)

5. Jadwal kegiatan

6. Profil satuan

7. Daftar peserta didik per kelas/ rombongan~ belajar pada tahun
terakhir bagi lembaga kursus dan lembaga pelatihan

8. Data tutor/ instruktur bagi lembaga“karsus dan lembaga pelatihan
dan

9. Data sarana pendidikan‘yang dimiliki

c. Untuk lembaga kemasyarakatan :

3. Fotocopy anggaran dasar{AD)/ ahggaran rumah tangga (ART) organisasi

2. Struktur dan susunangoehgufus organisasi

3. Rencana anggararibélanja kegiatan lembaga kemasyarakatan yang diperlukan

4. Jadwal kegiatan

5. Profil orgaqisasi dan

6. Data sarana’'yang dimiliki

BAB Il
PROSEDUR PELAKSANAAN BOPD
A. Mekanisme Penyusunan RAPBS (Pasal 20,21,22 dan 23 Perbub. 2011)
Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan (RAPBSP) disusun
berdasarkan Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan (RPSP) dan Rencana
Operasional Satuan Pendidikan (RENOP) dan mekanisme penyususnan
RAPBSP meliputi: Penyusunan di tingkat satuan pendidikan dan verifikasi
dilakukan diDinas.
1. Penyususnan RAPBSP di tingkat sekolah dilakukan oleh sekolah
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2. Tahapan kegiatan penyusunan RAPBSP meliputi:

a. Pembentukan Tim Penyusunan RAPBSP di tiap-tiap sekolah yang ditetapkan
dengan keputusan kepala sekolah;

b. Tim penysunan RAPBS tingkat sekolah menghimpun data kebutuhan sekolah;

c. Tim penyusunan RAPBSP tingkat sekolah RAPBSP yang didahului dengan
rapat-rapat sekolah dengan komite sekolah, konsultasi dan koordinasi dengan

dinas;

o

RAPBSP diajukan guna verifikasi oleh tim verifikasi di Dinas;

RAPBSP kemudian disahkan oleh Kepala Dinas.

Tugas sekolah dalam menyusun RAPBSP adalah:

Menginventaris kegiatan (aktivitas sekolah pada tahun pelajaran mendatang)

T ® w o

Menyusun list/ aktivitas sekolah berdasarkan Daftar.Skala Prioritas (DSP)

c. Menentukan volume kegiatan yang redlistis Sesuai rencana yang telah
diprogramkan;

d. Menggunakan standar satuan harga-Sesuai dengan Peraturan Bupati tentang
standar satuan harga barang dan ‘jasa kegiatan, pengadaan, pemeliharaan dan
honorarium di Lingkungatr Pemerintah Daerah;

e. Menghimpun daya dukung-yang meliputi data sekolah, peserta didik, pendidik,
tenaga pendidikan,jumlah jam mengajar, praktek laboratorium dan kegiatan
lain yang relevan;

f. Data fisik\Sekelah seperti gedung, ruang kelas, ruang bengkel/laboratorium,
ruang penurijang lainnya, lapangan dan lain-lain.

4. Model dan bentuk RAPBSP sebagaimana tercantum dalam lampiran |

5. Dalam RAPBSP wajib mencantumkan seluruh sumber dana kegiatan baik
APBN, APBD Provinsi maupun sumbangan dari orang tua/wali peserta didik.

B. Verifikasi Penyusunan RAPBSP dan Penetapan RAPBSP Menjadi APBSP

1. Untuk melaksanakan verifikasi RAPBSP dibentuk Tim Verifikasi RAPBSP
oleh Kepala Dinas.

2. RAPBSP hasil Verifikasi direkomendasikan kepada Kepala Dinas untuk

ditetapkan menjadi APBSP.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

222

3. Perubahan APBSP dilaksanakan pada pertengahan tahun pelajaran atau awal
tahun anggaran.

4. Perubahan APBSP dilaksanakan dalam hal terjadi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan;

b. Perkembangan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
kegiatan dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;

d. Keadaan darurat;

e. Keadaan luar biasa.

5. Perubahan APBSP hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1’ (satu) tahun anggaran
kecuali dalam keadaan luar biasa.

6. Tahapan penyususnan perubahan RAPBSPSebagai berikut:

a. Sekolah menghimpun data kebutuhan sekelah;

b. Sekolah menyusun RAPBSP perubdhan” yang didahului dengan rapat-rapat
sekolah dengan komite satuandoendidikan;

c. Sekolah mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan dinas;

d. Verifikasi RAPBSP perubatian oleh tim verifikasi dinas

C. Kewajiban Dan‘Ldrangan Satuan Pendidikan (BAB 111 Pasal 28 dan 29
Perbub 2011)

a. Kewajiban

1. SatuanRendidikan mempublikasikan dan menginformasikan seluruh sumber
dana yang diterima dari ABPN, APBD dan sumbangan masyarakat kepada
para guru, orang tua/wali peserta didik dan komite sekolah, dalam bentuk surat
edaran kepada satuan pendidikan dan pengumuman di tempat yang
representative di lingkungan satuan pendidikan.

2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah, dengan adanya
dana BOS dari APBN dan Bantuan Operasional dari APBD seluruh satuan
pendidikan yang menerima bantuan wajib membebaskan peserta didik dari

pungutan untuk memenuhi operasional sekolah.
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b. Sekolah dilarang mengeluarkan anggaran yang tidak tercantum/ tersedia dalam
APBSP dan perubahannya.
. Mekanisme Pertanggungjawaban BOPD

= O

Pertanggungjawaban BOPD terdiri atas:

o

Pertanggungjawaban keuangan

=

Pertanggungjawaban kegiatan

2. Pertanggujawaban disampaikan kepada Tim Evaluasi minimal 3 (tiga) bulan
sekali sebagaimana sebagaimana format lampiran I1.

3. Pertanggungjawaban disampaikan sebanyak 2 (dua) eksemplar salinan sesuai
aslinya dan menunjukan dokumen pertanggungjawaban yang.asli.

E. Hak dan Kewajiban Penerima BOPD

1. Satuan pendidikan yang telah ditetapkan menpenima’BOPD berhak menerima
penyaluran dana paling lambat 7 (tujuh) hari Kerja setelah menyampaikan
seluruh persyaratan secara lengkap dan‘benar.

2. Satuan pendidikan berhak mempertafiyakan kepada instansi terkait dalam hal
setelah terpenuhinya keadaan.pada ayat (1).

3. Satuan pendidikan wajib rmenjalankan Peraturan Bupati dengan sebaik-
baiknya;

4. Satuan pendidikan” wajib menyampaikan informasi penggunaan BOPD
minimal padapapaninformasi pada masing-masing satuan pendidikan;

5. Dalam hal “satuan pendidikan melaksanakan kewenangan yang diberikan
wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi peserta didik dan masyarakat
pada umumnya.

F. Penyaluran BOPD

1. Penyaluran BOPD dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening
satuan pendidikan;

2. Penyaluran BOPD dilakukan secara bertahap setiap triwulan tahun berjalan;

3. Penyaluran BOPD dilakukan setelah:

a. Terbit SK Bupati Sukamara tentang penetapan besaran Bantuan Operasional

Pendidikan (BOPD) masing-masing satuan pendidikan;
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b. Satuan pendidikan menyampaikan permohonan pembayaran tahap selanjutnya
dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban bantuan tahap sebelumnya;

c. Satuan pendidikan telah menyetor ke kas daerah temuan hasil pemeriksaan dari
Tim evaluasi maupun dari Inspektorat Kabupaten Sukamara.

G. Pengelolaan BOPD

1. Pengelolaan BOPD wajib memperhatikan peraturan Peundang-undangan yang
berlaku;

2. Pengelolaan dilakukan secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;

3. Dalam pengelolaan dana BOPD perlu ditunjuk:

a. Kuasa Pengguna Anggaran selaku penaggung jawab kepiangan dana bantuan
pada masing-masing satuan pendidikan;

b. Pembantu Bendahara pengeluaran, Pembantu selaku bendahara pada masing-
masing satuan pendidikan.

4. Penunjukan sebagaimana pada ayat (3) ‘ditetapkan melalui Surat Keputusan
Kepala Dinas.

H. Pajak
Ketentuan pajak mengacu-kepada ketentuan dalam peraturan perpajakan yang
berlaku.

I. Penganggaran

a. Sekolah Negeri

Dalam penganggaran setiap satuan pendidikan agar memperhitungkan kebutuhan
dengansmembagi persentase kebutuhan dengan standar persentase maksimal

sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai (BP) .......cccceevennne 40 %
2. Belanja Barang dan Jasa .................... 40 %
3. Belanja Modal (BM) ........cccccevveriennnnne 20 %

Untuk SMP Satu Atap (SMP SATAP), karena gurunya Honor semua dalam tahun
pelajaran 2012/2013 maka pembagian penganggaran disesuaikan dengan
kebutuhan riil sekolah yang disajikan dalam RAPBS.

b. Sekolah Swasta
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Sekolah swasta karena BOPD diberikan dengan cara Hibah dari Pemerintah
Daerah maka dalam pembagian penganggaran disesuaikan dengan Proposal
dari sekolah swasta yang berisi kebutuhan riil sekolah yang disajikan dalam
RAPBSP.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN
KETENTUAN LAIN

1. Monitoring pelaksanaan APBSP dilakukan secara periodik, minimal setiap
triwulan oleh pengawas sekolah terkait di bawah koordinasi-Kepala Dinas.

2. Evaluasi penggunaan Keuangan APBSP dilaksanakan secara periodic setiap
triwulan oleh pengawas sekolah berdasarkan tugas dafi' Kepala Dinas.

3. Pengawasan penggunaan keuangan dilakukar® oleh atasan langsung, Tim
Evaluasi dan Masyarakat

4. Pelaporan penggunaan keuangan “APBSP dilakukan secara periodic setiap
triwulan dari satuan pendidikah kepada Kepala Dinas.

5. Aset yang diperoleh dari~partisipasi masyarakat pada satuan pendidikan yang
berstatus negeri dihibahkah” kepada Pemerintah Daerah dan dicatat dalam
Daftar Inventaris SatuanPendidikan.

6. Hibah sebagaifmana” dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Rérundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Setiap satuan pendidikan yang akan mendapatkan Bantuan Operasional

Pendidikan Daerah (BOPD) ini harus memenuhi pesyaratan yang telah ditetapkan,

oleh karena itu data pendukung yang dianggap penting agar dilampirkan pada

proposal yang akan di sampaikan sebagai bahan kelengkapan lainnya.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Operasional Pendidikan

Daerah (BOPD) ini diharapkan dapat mewujudkan rencana pengembangan di

masing-masing satuan pendidikan dan diharapkan pula bagi semua pihak yang

ikut berperan dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Pendidikan
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Daerah (BPOD) ini baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terlebih

dahulu memahami Petunjuk Teknis (juknis) ini, dengan demikian kesalahan

prosedur selama pelaksanaan dapat dihindari.

Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BPOD) ini akan berjalan lancar, apabila

beroreantasi pada pencapaian program yang telah disusun dan telah ditetapkan

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan , finalisasi kegiatan dan sampai dengan

tahap terakhir yaitu pelaporan.

BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPD)

Dialokasikan (Perbub Pasal 18 Tahun 2011) untuk :
1. Belanja ketatausahaan, digunakan untuk :

a. Pembayaran langganan listrik

=

Pembayaran langganan PDAM

Pembayaran langganan telepon

o o

Belanja ATK dan barang pakai habis
Bantuan perjalanan dinas
Biaya rapat-rapat

Minuman harian

o Q@ S o

Biaya lembur

. Upah tenaga koptrak

j. Biaya cetak tan penggandaan
k. Belanja.baian/ material

|. Belanja upah

2. Kegiatan kehumasan meliputi :

a. Komunikasi dan kerjasama dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

(DU/DI)/orang tua/ masyarakat

b. Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) sekolah/ peringatan
hari-hari besar nasional/ keagamaan

C. Sosilalisasi program-program sekolah

d. Penyusunan profil sekolah

e. Monitoring kegiatan-kegiatan sekolah

f.Penyusunan laporan kegiatan sekolah
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g. Kegiatan kehumasan sejenis yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Belanja kegiatan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan :
a. Penyelegaraan dan pengiriman peserta seminar dan penelitian-
penelitian
b. Persiapan kegiatan akreditasi dan penilaian kinerja sekolah
C. Fasilitas kegiatan KKG/KKKS/MGMP/MKKS dan yang sejenis
d. Penyelenggaraan kerja dikantor sendiri (in house training), praktek
kerja (workshop), pengembangan metode pembelajaran
e. Kegiatan evaluasi belajar dan remedial kegiatan@kademik
f. Kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin)
g. Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
h. Kegiatan intensifikasi pembelajaramdiiuai-jam mengajar
i.Penyusunan bahan ajar
j.Pengelolaan majalah dinding dan perpustakaan
K. Kegiatan wakil kepala seKolah beserta perangkat yang mendukung

peningkatan mutu belajar mengajaf

|.Penyelenggaraan dan fasiljtasi‘pelatinan pendidik dalam rangka peningkatan
kompetensi, kualifikasi darprofesionalisme

m. Kegidtan lain bidang kurikulum dan peningkatan mutu yang
relevan dan harts-dipertanggungjawabkan

4. Kegiatan keSiswaan

a. Penyelenggaraan dan pengiriman lomba-lomba akademis dan

nonakademis

o

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik (PPD)
Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS)

o o

Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)/ pesantren Kilat
Kegiatan Pramuka/Paskinraka/Pecinta Alam
Pengiriman peserta upacara dan kegiatan sejenis
Kegiatan Palang Merah Remaja (PMR)

> Q@ S o

Pendampingan study tour

i. Pembinaan ekstrakulikuler dan kewirausahaan
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J. Kegiatan life skill, kreativitas dan keterampilan peserta didik
k. Kegiatan Organisasi Slswa Intra Sekolah (OSIS)

I. Kegiatan kerohanian

3

.Pembinaan minat dan bakat peseta didik
Kegiatan lain dibidang kesiswaan yang relevan dapat dipertanggungjawabkan
Kegiatan sarana dan prasarana satuan pendidikan :

Pemeliharaan gedung

T ® o1 S

Penyusunan RPS (Rencana Pengembangan Sekolah)

o

Perawatan dan pemeliharaan infastruktur sekolah

d. Pemeliharaan meubelair sekolah

e. Perawatan taman, lapangan olahraga, KM/WC, tempat parKir, tempat ibadah
kantin

f. Penyediaan dan pembelian buku pelajaranuku*penunjang, majalah, surat
kabar, jurnal, dan lain-lain

g. Penyediaan dan perawatan fasilitas pembelajaran dan peralatan perkantoran

h. Kegiatan sarana dan prasaranalaiif sejenis yang relevan dengan pelaksanaan
7K (kebersihan, keindahar, Ketertiban, kerapian, kesehatan, kerindangan, dan
kekeluargaan) dan dapat digertanggungjwabkan penggunaan dananya

i. Pengamanan Aset'Sékolah dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)

6. Biaya pendamping
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Lampiran 5: Dokumen Foto Wawancara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41403.pdf

230

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



	cvr
	1_Page_01
	1_Page_02
	1_Page_03
	1_Page_04
	1_Page_05
	1_Page_06
	1_Page_07
	1_Page_08
	1_Page_09
	1_Page_10
	1_Page_11
	1_Page_12
	1_Page_13
	2-3
	4_Page_01
	4_Page_02
	4_Page_03
	4_Page_04
	4_Page_05
	4_Page_06
	4_Page_07
	4_Page_08
	4_Page_09
	4_Page_10
	4_Page_11
	4_Page_12
	4_Page_13
	4_Page_14
	4_Page_15
	4_Page_16
	4_Page_17
	4_Page_18
	4_Page_19
	4_Page_20
	4_Page_21
	4_Page_22
	4_Page_23
	4_Page_24
	4_Page_25
	4_Page_26
	4_Page_27
	4_Page_28
	4_Page_29
	4_Page_30
	4_Page_31
	4_Page_32
	4_Page_33
	4_Page_34
	4_Page_35
	4_Page_36
	4_Page_37
	4_Page_38
	4_Page_39
	4_Page_40
	4_Page_41
	4_Page_42
	4_Page_43
	4_Page_44
	4_Page_45
	4_Page_46
	4_Page_47
	4_Page_48
	4_Page_49
	4_Page_50
	4_Page_51
	4_Page_52
	4_Page_53
	4_Page_54
	4_Page_55
	4_Page_56
	4_Page_57
	4_Page_58
	4_Page_59
	4_Page_60
	4_Page_61
	4_Page_62
	4_Page_63
	4_Page_64
	4_Page_65
	4_Page_66
	4_Page_67
	4_Page_68
	4_Page_69
	4_Page_70
	4_Page_71
	4_Page_72
	4_Page_73
	4_Page_74
	4_Page_75
	4_Page_76
	4_Page_77
	4_Page_78
	4_Page_79
	4_Page_80
	4_Page_81
	4_Page_82
	4_Page_83
	4_Page_84
	4_Page_85
	4_Page_86
	4_Page_87
	4_Page_88
	4_Page_89
	4_Page_90
	4_Page_91
	4_Page_92
	4_Page_93
	5



